
i  

EFEKTIVITAS FUNGSI COORDINATING DALAM 

SOSIALISASI PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK 

KENDARAAN BERMOROTOR DI KANTOR  

SAMSAT MEDAN UTARA 

 
TUGAS AKHIR 

 

Oleh: 

 

AIDIL PRAMUDA IMMAWAN  

2103100039 

 

Program Studi Ilmu Administrasi Publik  

Konsentrasi Administrasi Pembangunan 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

MEDAN 

2025 

 

 



ii  

 



iii  



iv  

 

 

 

 



i  

EFEKTIVITAS FUNGSI COORDINATING DALAM SOSIALISASI PROGRAM 

PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT 

MEDAN UTARA 

 

Aidil Pramuda Immawan 

2103100039 

ABSTRAK 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berusaha untuk meringankan bebean pajak 

masyarakat yang telah lama menunggak sehingga mereka mau membayar pajak 

kendaraan yang telah diberikan keringanan dan sanksi administratif. Program ini 

diadakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikantor samsat yang ada di kota 

Medan termasuk kantor Samsat Medan utara. Tujuan dari penelitian ini untuk Untuk 

mengetahui bagaimana efektivitas fungsi coordinating dalam sosialisasi program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Medan Utara. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk 

menggali informasi tentang bagaimana fungsi coordinating dalam sosialisasi program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara berjalan dengan 

efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi coordinating dalam sosialisasi 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan efektif. 

 

Kata Kunci: Efektivitas,Fungsi Coordinating,Sosialisasi 

 

 

ABSTRACT 

 
The North Sumatra Provincial Government is trying to ease the tax burden on people 

who have been in arrears for a long time so that they are willing to pay vehicle taxes for 

which they have been given relief and administrative sanctions. This program is held by 

the North Sumatra Provincial Government at the Samsat offices in Medan city, including 

the North Medan Samsat office. The purpose of this study was to determine the 

effectiveness of the coordinating function in promoting the motor vehicle tax amnesty 

program at the North Medan Samsat office. This study used a descriptive research type 

with a qualitative approach. The goal is to gather information about how the 

coordinating function in the socialization of the motor vehicle tax amnesty program at 

the North Medan Samsat Office runs effectively. The results of this study indicate that the 

coordination function in the socialization of the motor vehicle tax amnesty program has 

been effective. 

Keywords: Effectiveness, Coordinating function, Socialization 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah alat penting untuk mengukur 

seberapa efektif penerapan otonomi daerah. Bagaimana pemerintah pusat 

mengawasi pembangunan daerah menentukan hubungan keuangan antara 

keduanya. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa baik otonomi daerah 

dilaksanakan adalah dengan melihat bagaimana pendapatan asli daerah 

dibandingkan dengan subsidi yang diberikan pemerintahan pusat dalam total 

pendapatan daerah. Jumlah PAD dalam APBD merupakan tolak ukur 

keberhasilan otonomi daerah. Untuk memperluas serta meningkatkan layanan 

yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, pemerintah mengeluarkan Undang - Undang No. 28 tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk membangun kebijakan publik. 

Sebagai cara untuk mengatur dan memberikan landasan hukum bagi pemerintahan 

daerah untuk mengelola pertumbuhan ekonomi, Mengembangkan wilayah, dan 

meningkatkan kemampuan daerah untuk mengelola kuangan dan pendapatan asli 

daerahnya dengan efisien. Untuk memberi daerah kemampuan untuk mengurus 

masalah domestic secara mandiri. 

Salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintahan daerah adalah 

pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor adalah iuran yang wajib 

dibayarkan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor tahun kepada pemerintah 

daerah selama 1 tahun. Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan yang 
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mempermudah atau memberikan keringanan pada wajib pajak untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. 

Pemutihan pajak adalah suatu program penghapusan denda pajak 

kendaraan. Pemutihan pajak juga sering dilaksanakan oleh pemerintahan daerah 

masing - masing dengan tujuan untuk meringankan beban pajak kendaraan di 

masyarakat dan harapannya program ini bisa menertibkan wajib pajak yang 

menunggak pembayaran pajak kendaraannya. Pemutihan pajak kendaraan 

bermotor tertera dalam peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 

2022 tentang keringanan sanksi administratif PKB dan BBNKB atas penyerahan 

II. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya melonggarkan serta 

meringankan beban pajak masyarakat yang telah lama menunggak agar mau 

membayar pajak kendaraan yang telah diberikan keringanan dari sanksi 

administratif. Program ini diadakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

dikantor samsat yang ada di kota Medan termasuk kantor Samsat Medan utara, 

program ini selalu diadakan sekali dalam setahun. 

Setelah program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor harus diberlakukan, masyarakat harus disosialisasikan 

tentang pajak. Di kantor Samsat Medan Utara, masyarakat masih kurang terlibat 

dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor. ini disebabkan oleh 

masyarakat tidak memahami program tersebut dan percaya bahwa informasi yang 

mereka terima masih tidak jelas. Banyak masyarakat yang tidak tahu cara 

menggunakan sosial media dan tidak tahu kapan program tersebut ada, terutama 

orang yang tidak bisa menggunakan teknologi, ini menunjukan bahwa meskipun 
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program pemutihan pajak kendaraan bermotor menawarkan banyak manfaat bagi 

masyarakat, masih ada hambatan dalam penyebaran informasi dan pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Sumatera Utara dan 

kantor samsat Medan Utara harus lebih sering melakukan sosialisasi program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor dan memperluasnya ke berbagai wilayah. 

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya samsat untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat dan wajib pajak, khususnya kendaraan bermotor, 

dengan menggunakan metode yang tepat. Direktorat jendral melakukan sosialisasi 

perpajakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum dan wajib 

pajak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan 

perundang-undangan melalui media komuter. 

Menurut (William Ferry & Dewi Sri, 2020) dalam penelitiannya yang 

berjudul Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota 

Palembang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu yang dapat mempengaruhi tingkat 

tinggi dan rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu kurangnya sosialisasi 

perpajakan. 

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian (Cinti Rahayu & Amirah, 2018) 

didalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Program Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan 

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

mengemukakan bahwa pengapuran pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea 
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balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan 

berpengaruh terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

Dalam melakukan sosialisasi program pemutihan kendaraan bermotor 

harus ada koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, samsat, aparat 

pemerintahan daerah, serta media informasi, agar tercipta sinergi dalam 

penyebaran informasi yang efektif kepada masyarakat. Tanpa koordinasi yang 

baik, informasi tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat 

tersampaikan secara tidak merata bahkan tidak mencapai sasaran utama, yaitu 

pada wajib pajak yang belum patuh. 

Salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk mendukung 

keberhasilan sosialisasi program tersebut adalah fungsi koordinasi. Mereka sering 

menghadapi masalah, seperti kurangnya sinkronisasi antara pihak - pihak yang 

terlibat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya tingkat 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melihat seberapa efektif fungsi 

koordinasi dalam sosialisasi program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dikantor samsat Medan Utara, sehingga peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang efektivitas fungsi coordinating dalam sosialisasi program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat medan utara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas fungsi coordinating 

dalam sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat 
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Medan Utara. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas fungsi coordinating dalam 

sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Medan 

Utara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat - manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan data untuk penelitian 

lanjutan tentang fungsi coordinating dalam sosialisasi program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor. 

b. Diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan dan evaluasi bagi pemerintah 

Sumatera Utara terutama Kota Medan, untuk membantu meningkatkan 

koordinasi dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor. 

c. Diharapkan dapat disampaikan kepada publik untuk meningkatkan 

pemahaman tentang pentingnya program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat 

Penelitian. 

BAB II : Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian 

Efektivitas, Pengertian Koordinasi (Coordinating), Tujuan 
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Koordinasi (Coordinating), Manfaat Koordinasi 

(Coordinating), Pengertian Sosialisasi, Tipe Sosialisasi. 

Konsep Pelayanan Publik, Strategi Pelayanan Publik 

BAB III : Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, 

Kerangka Konsep, Kategorisasi Penelitian, Informasi Dan 

Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis 

Data, Waktu Dan Lokasi Penelitian, Deskripsi Ringkas Data 

Objek Penelitian 

BAB IV  :  Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian 

dan hasil pembahasan. 

BAB V  : Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan 

saran dari semua hasil yang diteliti. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Pengertian Efektivitas 

Menurut (Irma Erawati dkk, 2017) efektivitas adalah suatu keadaan di mana 

terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya 

dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian efektivitas lebih menekankan 

bagaimana hasil yang diinginkan itu tercapai sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan. 

(Karina N & Budiarso N, 2016) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu 

kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan 

sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga 

tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan 

suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. 

Sedangkan (Kusumaningtyas & Raziqiin, 2023) efektivitas merupakan 

sebuah hubungan antara output dengan tujuan, di mana semakin besar kontribusi 

(output) terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, 

program atau kegiatan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

adalah ukuran sejauh mana suatu program, kegiatan, atau organisasi dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang tepat dan memuaskan. 

Efektivitas ini melibatkan pemilihan tujuan dan sarana yang sesuai serta 

kemampuan dalam melaksanakannya, sehingga tujuan yang diinginkan tercapai 
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dengan hasil yang optimal. Dalam konteks penerimaan pajak, efektivitas dapat 

dilihadari hubungan antara hasil pungutan pajak dengan potensi yang ada, dimana 

semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif 

program tersebut. 

2.2 Pengertian Coordinating 

Menurut (Aufari dkk, 2020) koordinasi adalah sebuah hal penting bagi 

sebuah organisasi di dunia ekonomi modern, hal ini terjadi karena globalisasi 

dengan karakteristik pasar yang tinggi, gejolak teknologi yang tinggi, serta tingkat 

kompetisi yang kuat menjadikan suatu organisasi membentuk spesialisasi kerja. 

Sedangkan menurut (Handoko, 2016) menuliskan, Koordinasi (coordination) 

adalah proses pengintegrasian tujuan - tujuan dan kegiatan - kegiatan pada satuan- 

satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. 

Menurut G.R Terry (Yuliana, 2024) Koordinasi adalah suatu usaha yang 

sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan 

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan 

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. 

Didasarkan pada beberapa pendapat diatas, koordinasi adalah sebuah proses 

mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai tujuan, aktivitas, dan sumber daya 

dalam suatu organisasi secara sinkron dan teratur untuk memastikan pelaksanaan 

tugas yang harmonis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, terutama dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal 

seperti kompleksitas pasar, kemajuan teknologi, dan persaingan global. 
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2.3 Fungsi Coordinating 

Menurut (Muhammad Haras, 2017) fungsi coordinating adalah bagaimana 

seorang pemimpin dapat berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi lainnya 

agar dapat menggabungkan seluruh usaha anggota organisasi dalam mencapai 

objektif yang telah ditentukan. 

Sedangkan menurut (Isye Regina Altje Manoppo dkk, 2017) fungsi 

koordinasi merupakan hubungan beberapa variabel yang saling mempengaruhi satu 

dengan yang lainnya. Karena itu, fungsi koordinasi menunjukan kedudukan 

seseorang dalam menjalankan tugas dan perannya. 

Menurut Handoko (suhing, 2020) fungsi koordinasi yaitu karena adanya 

kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam 

pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacammacam satuan 

pelaksananya. 

Didasarkan dari beberapa pendapat diatas, fungsi koordinasi merupakan 

proses yang melibatkan komunikasi efektif, keterkaitan antar elemen organisasi, 

serta penyesuaian kerja antar bagian untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi 

memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi dapat bekerja secara selaras, 

saling mendukung, dan memberikan kontribusi maksimal demi hasil yang optimal. 

Dengan koordinasi yang baik, organisasi dapat beroperasi secara efisien dan 

mencapai objektif yang telah ditetapkan. 
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2.4 Tujuan Coordinating 

Menurut (Afdhal dkk, 2023) Tujuan koordinasi dalam penilitiannya yaitu : 

a. Menjaga sinkronisasi, kebersamaan, dan keseimbangan diantara aktivitas - 

aktivitas seluruh bagian yang saling bergantung untuk menciptakan 

efektifitas organisasi. 

b. Mencegah timbulnya konflik demi menciptakan efisiensi pada aktifitas - 

aktifitas yang ada dalam sebuah kesepakatan terhadap elemen - elemen yang 

saling terkait. 

c. Menciptakan dan menjaga tingkah laku setiap unit kerja baik yang berkaitan 

secara langsung atau tidak agar tidak mengganggu satu unit dengan unit 

lainnya dengan koordinasi melalui jaringan komunikasi dan informasi yang 

efektif. 

Terdapat 3 tujuan koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh James 

 

D. Thompson Handoko (Suhing, 2020), yaitu: 

a. Saling ketergantungan yang menyatu (pooled interdependence), bilah satuan 

 

- satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam 

melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap 

satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. 

b. Saling ketergantungan yang berurutan (sequential interdependece), di mana 

suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dulu sebelum 

satuan yang lain dapat bekerja.saling ketergantungan timbal balik (reciprocal 

interdependence), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan 

organisasi. 
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Menurut (Sitorus, 2019) tujuan koordinasi dalam penelitiannya yaitu: 

 

a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui 

singkronisasi, penyeresaian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar 

berbagai dependen suatu organisasi. 

b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap 

kegiatan independen yang berbedabeda melalui kesepakatan- kesepakatan 

yang mengikat semua pihak yang bersangkutan. 

c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif- antisipatif di 

kalangan unit kerja interindependen dan independen yang berbeda-beda, agar 

keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang 

lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif. 

Didasarkan dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan koordinasi 

adalah: 

 

a. Menjaga Sinkronisasi dan Efektivitas, Koordinasi memastikan bahwa setiap 

bagian dalam organisasi bekerja selaras, sehingga meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi operasional. 

b. Mencegah Konflik dan Meningkatkan Efisiensi, Dengan adanya koordinasi 

yang baik, potensi konflik antar unit kerja dapat diminimalisir, serta setiap 

aktivitas dapat berjalan secara lebih efisien. 

c. Mengatur Ketergantungan Antar Unit Kerja, Koordinasi mengelola hubungan 

antar unit kerja, baik yang bersifat independen, berurutan, maupun timbal 

balik, untuk mencapai tujuan bersama. 

d. Membangun Komunikasi  yang  Efektif, Koordinasi  dilakukan  melalui 
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jaringan komunikasi dan informasi yang baik agar setiap unit kerja dapat 

bekerja secara harmonis tanpa menghambat satu sama lain. 

2.5 Manfaat Coordinating 

Dari kajian (Siti Ulyani dkk, 2023) adapun manfaat Coordinating ada lima 

 

yaitu: 

a. Mencegah adanya individu yang memiliki perasaan berlepas dari 

individu lainnya. 

b. Mencegah penilaian negative bahwa departemen lain lebih penting. 

 

c. Mencegah terjadinya perselisihan. 

d. Mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan. 

 

e. Melahirkan adanya kesadaran pada pegawai untuk saling membantu. 

 

Sedangkan manfaat koordinasi di dalam organisasi menurut Sutarto 

(Afdhal, 2023) diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Menghindarkan adanya perasaan lepas dari suatu satuan atau bagian yang 

ada di dalam suatu organisasi. 

b. Menghilangkan anggapan bahwa suatu bagian meruapakan suatu yang 

paling penting dalam organisasi. 

c. Menghindarkan terjadinya pertentangan antara satuan atau bagian yang 

ada dalam organisasi. 

d. Menghindari terjadinya rebutan fasilitas bagian-bagian dalam organisasi. 

 

e. Meminilmalisir kemungkinan terjadinya kesamaan aktivitas pekerjaan 

atau tugas oleh satuan-satuan pada suatu organisasi. 

f. Mencegah terjadinya kekosongan suatu pekerjaan atau oleh masingmasing 
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satuan atau bagian dalam organisasi. 

 

g. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya rasa kebersamaan dan saling 

bekerjasama untuk tujuan organisasi yang ditetapkan. 

h. Menumbuhkan keterbukaan untuk mengemukakan permasalahan yang 

dihadapi oleh suatu bagian untuk menjadi permasalahan yang diselesaikan 

bersama pihak dalam organisasi. 

i. Menjamin kesamaan langkah dan tindakan oleh masing-masing bagian 

dalam organisasi. 

Hampir sama dengan pendapat (Hasoloan Nadeak, 2009) ada beberapa 

manfaat dari coordinating yaitu: 

a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa 

satuan organisasi atau jabatannya merupakan yang paling penting. 

b. Dengan koordinasi dapatdihindarkan terjadinya peristiwa waktu 

menunggu yang memakan waktu lama. 

c. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat. 

 

d. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar 

pejabat. 

Didasarkan dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat koordinasi 

adalah mencegah ego sektoral, mengurangi konflik, meningkatkan efisiensi kerja, 

membangun kesadaran kerja sama, serta menjamin kesatuan langkah dan kebijakan 

dalam organisasi. 
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2.6 Pengertian Sosialisasi 

Menurut (Normina, 2014) pengertian sosialisasi adalah sebuah proses 

penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke 

generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. 

Sedangkan menurut (Sadriah Lahamit, 2021) sosialisasi adalah merupakan 

sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkaitan dengan bagaimana individu 

mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam 

kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh 

masyarakat. 

Menurut (Arafani Khairunisa Lubis & Ananda Mahardika, 2024) sosialisasi 

merupakan faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu program 

pembangunan, sosialisasi sangat menentukan suatu keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan dari program pembangunan, yaitu dengan memberikan suatu gagasan terkait 

dengan program yang akan dijalankan kepada masyarakat luas agar lebih 

memahami maksud dan tujuannya. 

Sejalan dengan Charlotte Buhler (Haya Adilah Fidayanti, 2021) beliau 

mengatakan pengertian sosialisasi adalah suatu proses yang membantu anggota 

masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup 

dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi 

dalam kelompok tersebut. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah 

proses yang berlangsung sepanjang hidup yang membantu seseorang menyesuaikan 

diri dengan lingkunagan sosialnya dan menjadi bagian dari kelompok. 
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2.7 Tipe Sosialisasi 

Dalam penelitian (Normina, 2014) menurut Elly M. Setiadi (2006) Ada dua 

tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Formal 

 

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut 

ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan 

pendidikan militer. 

b. Informal 

 

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat 

kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan 

kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat 

Hampir sama dengan (Maryati, 2006) ada dua tipe sosialisasi, kedua tipe 

sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Formal 

Sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut 

ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut 

undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. 

b. Informal 

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat 

kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan 

kelompokkelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. 
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Menurut (Rini Ambarwati dkk, 2023) adapun tipe – tipe sosialisasi dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga- lembaga 

berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga- lembaga yang 

dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku; dan 

b. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan 

atau sifatnya tidak resmi. 

Didasarkan dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi 

memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu yang sesuai dengan 

nilai dan norma yang berlaku dimasyarkat karena sosialisasi adalah bagian penting 

dari proses sosialisasi, yang terdiri dari tiga tahapan penting: belajar nilai dan 

norma, menginternalisasi nilai-nilai tersebut, dan membiasakan diri bertindak 

sesuai dengan norma yang diterima. 

2.8 Konsep Pelayanan Publik 

(Jamil Bazarah dkk, 2021) Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan 

kepada orang lain dengan cara - cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 

hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan 

menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. 

Di dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
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Menurut Moenir (Muhammad Sawir, 2020) pelayanan publik harus 

mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut. 

a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan 

diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. 

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap 

berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas. 

c. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 

memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa 

harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban 

memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan. 

Menurut (Ni Putu Tirka Widanti, 2022) Pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggra 

pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia 

pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik yaitu: 

a. Transparansi, yaitu pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, 

mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
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b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional, yaitu pemberian pelayan publik harus sesuai dengan kondisi 

dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 

e. Tidak diskriminatif (kesamaan hak), yaitu pemberian pelayanan publik 

tidak boleh bersifat diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pelayanan publik 

dapat didefinisikan sebagai proses penyediaan barang, jasa, atau layanan 

administratif yang diberikan oleh pemerintah atau Lembaga publik untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan utama pelayanan publik adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kepuasan, dan memastikan 

keseimbangan sosial, ekonomi, dan politik. Pelayanan publik yang baik harus 

mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efesiensi, dan menjamin 

keadilan dan kepuasan masyarakat. Dalam kenyataannya, masyarakat harus aktif 

berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. 
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2.9 Strategi Pelayanan Publik 

(Ni Ketut Riani, 2021) Adapun strategi peningkatan pelayanan publik 

didalam penelitiannya yaitu: 

1. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah. 

 

2. Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah 

salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada 

masyarakat. 

3. Kondisi birokrat yang memiliki kecakapan, ketrampilan, perilaku yang 

patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi 

yang sesuai dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang 

positif kepada terciptanya pelayanan publik berkualitas. 

4. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan 

berbelitbelit. 

5. Langkah selanjutnya sebagai salah satu strategi peningkatan pelayanan 

publik adalah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung 

terselenggaranya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Kebijakan pemerintah dengan menerbitkan standar pelayanan minimal 

juga bertujuan untuk memberikan jenis pelayanan beserta transparansi dan 

akuntabilitasnya kepada masyarakat. Sehingga dengan kebijakan itu, akan 

menghindarkan perilaku-perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan 

oleh aparatur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

6. Meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan 

publik tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin 
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canggih, maka sudah sepatutnya pemerintah menerapkan kemajuan 

teknologi itu untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. 

Peningkatan fasilitas ini tentunya mencakup fasilitas fisik dan non fisik. 

Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menurut Tjiptono 

(Muhammad Furqoni, 2014) yaitu : 

a. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan/jasa Setiap instansi 

berupaya memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada 

pelangganya.Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan instansi 

adalah melakukan riset untuk mengidentifikasi determinan pelayanan/jasa 

bagi pasar sasaran. 

b. Mengelola harapan pelanggan Setiap instansi hendaknya tidak 

berusahalebihkan pesan komunikasinya kepada pelanggan agar janji yang 

ditawarkan pada pelanggan tidak menjadi harapan kosong bagi para 

pelanggan. Janji yang ditawarkan menjadi peluang untuk memenuhi 

harapan pelanggan. 

c. Mengelola bukti (evidence) kualitas pelayananentang anan/jasa Pengelolaan 

bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan lama 

dan sesudah pelayanan atau jasa diberikan oleh intans, karena 

pelayanan/jasa merupakan kinerja instansi dan tidak dapat dirasakan 

sebagaimana halnya barang layanan. 

d. Mendidik pelanggan/konsumen tentang pelayanan/jasa Membantu 

pelanggan dalam memahami suatu pelayanan/jasa merupakan salah satu 

upaya menyampaikan kualitas pelayanan atau jasa.Pelanggan yang telah 
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terdidik nantinya. 

 

Terdapat Lima strategi penyelenggaraan layanan publik yang dapat 

diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik menurut David Osborne 

dan Plastrik (Yunita & Sutrisno, 2022), adalah sebagai berikut: 

a. Strategi Inti (core strategy), Strategi inti berkaitan dengan tujuan organisasi 

dan fungsi inti organisasi pemerintahan. Strategi ini bertujuan untuk 

memperjelas visi dan misi organisasi, meningkatkan kemampuan 

pemerintah untuk menciptakan mekanisme baru dalam penetapan tujuan 

yang strategis. Strategi ini akan membantu dalam memperjelas tujuan, peran 

pimpinan dan pegawai, arahan organisasi pemerintahan dalam menjalankan 

tugas dan tanggungjawabnya dengan tetap memperhatikan berbagai aspek 

yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta perkembangan 

lingkungan strategis. 

b. Strategi Konsekuensi (consequences strategy), Strategi konsekuensi 

berkaitan dengan sistem intensif yang berfokus pada menciptakan 

konsekuensi, baik positif maupun negatif. Strategi ini akan meningkatkan 

motivasi dan kinerja karyawan melalui reward atau punishment 

memperhitungkan risiko ekonomi, dan dapat mendorong organisasi untuk 

mengarahkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi peraturan yang ada. 

c. Strategi Pelanggan (customer strategy) Strategi pelanggan berkaitan dengan 

akuntabilitas dalam memberikan jaminan kualitas kepada pelanggan, 

bermaksud menciptakan lingkungan strategis untuk mencapai tingkat 

layanan yang optimal dengan menciptakan umpan balik dari masyarakat, 
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membuat prosedur sederhana, sistem layanan berbasis online dengan 

mengikuti perkembangan zaman. 

d. Strategi Pengawasan (control strategy), Strategi pengawasan berkaitan 

dengan penataan organisasi dan bentuk pengendalian dalam organisasi yang 

menitikberatkan kepada visi dan misi organisasi dan masyarakat. Dengan 

strategi ini diharapkan mampu menciptakan kapabilitas, kemandirian dan 

kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan. 

e. Strategi Budaya (culture strategy), Strategi budaya berkaitan dengan 

perubahan budaya kerja seperti kebiasaan, emosi, dan psikologi untuk 

membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pelayanan publik 

harus dilakukan secara menyeluruh dengan meningkatkan kualitas aparatur, 

melakukan reformasi kebijakan yang jelas dan efektif, dan menggunakan 

teknologi untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan dari strategi ini adalah untuk 

menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada 

kepuasan masyarakat. 



23  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2017) Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut 

juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak 

digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode 

kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif kali ini karena 

penulis mengambil judul tentang efektivitas fungsi coordinating dalam sosialisasi 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Medan Utara jadi 

penulis mengambil jenis penelitian yang cocok digunakan yaitu penelitian kualitatif 

karena penulis membutuhkan narasumber yang akan diwawancarai sebagai 

jembatan informasi yang dibutuhkan. 
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3.3 Definisi Konsep 

1. Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu program, kegiatan, atau 

organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang 

tepat dan memuaskan. 

2. Koordinasi adalah sebuah proses pengintegrasian dan penyelarasan 

berbagai tujuan, aktivitas, dan sumber daya dalam suatu organisasi secara 

sinkron dan teratur untuk memastikan pelaksanaan tugas yang harmonis, 

efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama 

dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal seperti 

kompleksitas pasar, perkembangan teknologi, dan persaingan global. 

Program pemutihan 
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3. Fungsi coordinating adalah proses yang melibatkan komunikasi efektif, 

keterkaitan antar elemen organisasi, serta penyesuaian kerja antar bagian 

untuk mencapai tujuan bersama. 

4. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menyesuaikan diri 

dengan norma, nilai, dan cara hidup kelompok atau masyarakat tempat 

mereka berada. Proses ini membantu individu untuk memahami dan 

menghayati norma-norma sosial yang ada, sehingga dapat membentuk 

kepribadian dan memungkinkan individu untuk berperan serta berfungsi 

dengan baik dalam kelompok atau masyarakat tersebut. 

5. Tujuan coordinating adalah tujuan koordinasi adalah menjaga sinkronisasi 

dan efektivitas, mengatur ketergantungan antar unit kerja, koordinasi 

mengelola hubungan antar unit kerja, membangun komunikasi yang efektif. 

6. Manfaat coordinating adalah mencegah ego sektoral, mengurangi konflik, 

meningkatkan efisiensi kerja, membangun kesadaran kerja sama, serta 

menjamin kesatuan langkah dan kebijakan dalam organisasi. 

7. Tipe sosialisasi merupakan bagian penting dari proses sosialisasi, terdapat 

tiga tahapan penting yaitu, Belajar nilai dan norma, Menginternalisasi nilai- 

nilai, Membiasakan diri bertindak sesuai dengan norma yang diterima. 

Akibatnya, sosialisasi memainkan peran penting dalam membentuk perilaku 

individu yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. 

8. Konsep pelayanan publik adalah proses penyediaan barang, jasa, atau 

layanan administratif yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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9. Strategi pelayanan publik harus dilakukan secara menyeluruh melalui 

peningkatan kualitas aparatur, reformasi kebijakan yang transparan dan 

efesien, serta pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan yang 

cepat,akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini 

bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan 

berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Dalam penelitian ini melihat fungsi coordinating melalui penjabaran 

kategorisasi penelitian. Adapun kategorisasi penelitian ini berdasarkan teori 

diantaranya: 

a. Fungsi koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan 

berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan 

kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan 

pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah 

dalam usaha mencapai tujuan bersama. 

b. Sosialisasi merupakan sebuah proses yang paling penting yang secara sadar 

atau tidak kita sudah jalani dalam kesehariannya. Sosialisasi juga menjadi 

suatu kegiatan di mana seorang diberikan pelajaran menjadi manusia yang 

berkontribusi dalam masyarakat maupun organisasi atau tempat kerjanya. 

c. Efektivitas pelaksanaan adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan, program, 

atau rencana dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat dan 

sesuai harapan. Efektivitas tidak hanya dilihat dari selesai atau tidaknya suatu 

pelaksanaan, tetapi juga seberapa jauh hasil yang diperoleh sesuai dengan 
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sasaran, manfaat, dan dampak yang diinginkan. 

 

d. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui proses 

berpikir, pengalaman, indera, maupun pembelajaran. Pengetahuan mencakup 

kumpulan informasi, fakta, konsep, dan keterampilan yang diperoleh 

seseorang dari hasil interaksi dengan lingkungannya. 

e. Penyampaian adalah sesuatu yang bisa disampaikan dari seseorang kepada 

orang lain, baik secara individu maupun kelompok yang dapat berupa pikiran, 

keterangan, pernyataan dari sebuah sikap. 

f. Respon adalah prilaku yang terjadi pada manusia setelah ia mendapatkan 

stimulus atau objek yang terdapat di lingkungan. 

3.5 Informan atau Narasumber 

Informan dan narasumber dalam penelitian ini adalah yang terlibat langsung 

dalam program sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor 

samsat Medan Utara. Adapun informan dan Narasumber penelitian ini terdiri dari: 

1. Kantor Samsat Medan Utara 

Nama : Akhmad Ferdinand Siagian, S.Sos, M.AP 

Jabatan : Kepala Seksi Layanan Pendapatan I 

2. Masyarakat 

Nama : Mahdi Priyanto 

Umur : 61 

Nama : Aswita 

Umur : 53 

Nama : Amhan 

Umur : 24 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang 

memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Dalam penelitian kualitatif, 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting 

alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah 

dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain - lain. 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan 

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara juga 

merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau 

narasumber/orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara 

individu maupun dalam bentuk kelompok sehingga didapat data informatif 

b. Observasi 

 

Mengamati objek, perilaku, atau, situasi secara langsung adalah cara 

pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi. Dibandingkan dengan 
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metode pengumpulan data lainnya, seperti wawancara dan kuesioner, observasi 

berbeda karena melibatkan komunikasi terus menerus dengan orang. Dengan 

demikian, observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada ojek alam. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan dalam kasus di mana penelitian 

terkait dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala - gejala alam, dan 

responden yang diamati tidak terlalu banyak. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis dokumen atau sumber informasi 

tertulis, visual, maupun digital. 

3.7 Teknik Analisis Data 

(Sugiyono, 2017) dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai 

sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan 

pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. 

Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak 

data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya 

yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan 

apakah hipates is tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 
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Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan 

teknik triangulasi, temyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang 

menjadi teori. 

Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak 

menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman dalam 

buku (sugiyono,2017) yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. 

Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap 

reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan 

dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti 

komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

b. Display Data (Penyajian Data) 

Penyajian data adalah langkah dalam proses analisis data yang bertujuan 

untuk menampilkan data yang telah direduksi dalam bentuk yang terorganisir 

dan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
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dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif merupakan proses di 

mana peneliti mulai mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan 

mengidentifikasi pola, hubungan, atau tema yang relevan. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami 

perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Adapun Lokasi penelitian ini adalah kantor Samsat Medan Utara, jalan sekip 

no 29, sekip, kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. 

 

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

 

a. Informasi Kantor Samsat Medan Utara 

Kantor Samsat Medan Utara merupakan lembaga pelayanan publik 

atau unit pelaksana teknis yang berada di bawah badan pendapatan daerah 

provinsi Sumatera Utara. Samsat memiliki tugas utama dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat terkait registrasi dan identifikasi kendaraan 
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bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama 

kendaraan bermotor (BBNKB), dan pembayaran sumbangan wajib dana 

kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). 

b. Visi Dan Misi Kantor Samsat Medan Utara 

1. Visi 

Terwujudnya pelayanan informasi yanng transparan dan akuntabel untuk 

memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku. 

2. Misi 

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, 

benar dan bertanggung jawab. 

2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan 

informasi. 

3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM 

dalam bidang pelayanan informasi. 

4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

wawancara kepada narasumber yang memiliki wewenang untuk memberikan 

informasi yang akurat dan relevan. Proses wawancara dilakukan dengan 

menyampaikan beberapa pertanyaan terstruktur kepada narasumber, yang 

kemudian dianalisis untuk disimpulkan. 

Penelitian ini difokuskan pada kantor Samsat Medan Utara. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang, yaitu satu kepala seksi 

dan tiga masyarakat. 

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

 

4.2.1 Fungsi Koordinasi 

Fungsi koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang 

menekankann pada penyelarasan kegiatan agar semua pihak yang terlibat dapat 

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada penelitian ini, fungsi 

koordinasi berarti kemampuan Samsat Medan Utara bersama instansi yang terkait 

untuk mengatur, menghubungkan, dan menyinergikan perannya dalam 

melaksanakan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

4.2.1.1 Partisipasi Program Pemutihan Pajak 

Pertanyaan ini diajukan untuk menggali informasi tentang siapa saja yang 

berpartisipasi dalam melakukan kegiatan sosialisasi program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor, serta mengetahui pola kolaborasi yang terjalin dalam 
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mendukung keberhasilan. Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang yang berpartisipasi 

dalam menjalankan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bagaiman 

mereka berkolaborasi? 

Berikut matrix Hasil wawancara yang berperan dalam menjalankan 

sosialisasi program pemutihan pajak dalam menjalankan sosialisasi program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

 

NO 
Narasumber / 

Jabatan 

 

Hasil Wawancara 

1 Akhmad Ferdinand Beliau  mengatakan  dalam  pelakasanaan 
Siagian, S.Sos, program pemutihan pajak kendaraan 
M.AP / Kepala bermotor  terdapat  beberapa  pihak  yang 

Seksi Pelayanan memiliki peran penting dan terlibat secara 

Pendapatan I Kantor langsung  maupun  tidak  langsung  dalam 

Samsat Medan mendukung keberhasilan program tersebut 
Utara  yang terdiri dari empat instansi yang terkait 

  yaitu kepolisian, Bapenda, Jasa Raharja, 
  Bank Sumut, yang dimana empat instansi 
  tersebut berkolaborasi untuk bekerja sama 
  untuk meningkatkan kesadaran dan 
  kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban 
  perpajakan dan juga untuk meningkatkan 
  PAD, berdasarkan regulasi yang diterbitkan 

  oleh gubernur melalui peraturan gubernur. 

 

 

Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, terdapat empat 

instansi yang juga terlibat selain samsat, yaitu Kepolisian, Bapenda, Jasa Raharja, 

Bank Sumut. Samsat dan empat instansi yang terlibat berkolaborasi untuk 

meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan, dan juga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 

Seluruh kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan regulasi yang ditetapkan melalui 

peraturan gubernur. 
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4.2.1.2 Forum Resmi 

Forum ini diajukan untuk menggali informasi mengenai adanya forum 

resmi seperti pertemuan atau rapat yang digunakan untuk kerja sama antarinstansi 

dalam pelaksanaan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme forum tersebut dijalankan dan 

sejauh mana pertemuan atau rapat tersebut berperan dalam memperlancar 

koordinasi antar instansi yang terlibat. Menurut Bapak/Ibu apakah ada forum resmi 

untuk membantu tim bekerja sama seperti pertemuan atau rapat? 

Berikut matrix jawaban apakah ada forum resmi yang digunakan untuk 

kerja sama antar instansi. 

 

No 
Narasumber / 

Jabatan 

 

Hasil Wawancara 

1 Akhmad Beliau  juga  mengatakan  terdapat  forum 
Ferdinand resmi untuk membantu tim bekerja sama 

Siagian S, Sos, yaitu Sekber (Sekretariat Bersama) yang 
M.AP / Kepala didampingi oleh  Ditlantas  Polda  Sumut, 

Seksi Pelayanan Bapenda, Jasa Raharja, Dan Bank Sumut, 

Pendapatan I dalam sekber ini 4 instansi tersebut 

Kantor  Samsat membahas tentang teknis dalam menjalankan 

Medan Utara program pemutihan pajak kendaraan 
 bermotor untuk mendukung kelancaran 
 pelaksanaan program pemutihan pajak 

 kendaraan bermotor. 

 

Bahwa terdapat forum resmi berupa sekretariat bersama (sekber) yang 

melibatkan Samsat dan empat instansi yang terkait, forum ini berfungsi sebagai 

wadah koordinasi untuk membahas aspek teknis pelaksanaan program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor sehingga mendukung kelancaran jalannya program. 
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4.2.1.3 Strategi Koordinasi Dalam Sosialisasi Program Pemutihan Pajak 

Bermotor 

Pertanyaan diajukan kepada informan mengenai strategi yang digunakan 

dalam melakukan koordinasi agar kegiatan sosialisasi program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor berjalan dengan baik. Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali 

informasi lebih dalam mengenai langkah – langkah atau cara terkait dalam 

menyusun, mengatur, serta melaksanakan koordinasi sehingga sosialisasi berjalan 

dengan efektif. Menurut Bapak/Ibu strategi apa yang digunakan untuk koordinasi 

agar kegiatan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor berjalan 

dengan baik? 

Berikut matrix jawaban strategi koordinasi dalam sosialisasi program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

 

No 
Narasumber / 

Jabatan 

 

Hasil Wawancara 

1 Akhmad Beliau mengatakan sudah berjalan dengan 
Ferdinand baik, melalui sekber samsat medan utara dan 

Siagian S, Sos, intansi yang terkait dapat menyampaikan 

M.AP / Kepala informasi terbaru mengenai kebijakan 

Seksi Pelayanan pemutihan, membahas kendala dilapangan, 

Pendapatan I membahas strategi, dan memiliki komunikasi 

Kantor  Samsat yang baik saat sosialisasi berlangsung agar 

Medan Utara program dapat tersosialisasi secara efektif 
 kepada masyarakat. Strategi yang digunakan 
 dengan menyebarkan informasi ke 
 masyarakat melalui media digital dan media 

 cetak seperti spanduk, brosur, video tron. 

 

Strategi koordinasi dilakukan melalui sekber dengan berkomunikasi baik 

antarinstansi dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat agar program dapat 
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tersosialisasi secara efektif. 

 

4.2.1.4 Informasi Sosialisasi 

Pembagian informasi dan tugas sebelum turun kelapangan langsung untuk 

melakukan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pertanyaan 

ini diajukan untuk mengetahui sejauh mana koordinasi dilakukan sejak tahap 

persiapan, terkait pembagian peran antarinstansi agar pelaksanaan sosialisasi 

berjalan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut 

Bapak/Ibu apakah informasi dan tugas dibagikan dengan jelas sebelum turun ke 

lapangan untuk melakukan sosialisasi? 

Berikut matrix jawaban pembagian peran dan tugas kepada masing masing 

instansi. 

 

No 
Narasumber / 

Jabatan 

 

Hasil Wawancara 

1 Akhmad Beliau mengatakan sebelum turun 
Ferdinand kelapangan untuk melakukan sosialisasi 

Siagian S, Sos, mereka juga membentuk tim untuk berbagi 

M.AP / Kepala tugas  agar  antar  tim bisa  menjalankan 

Seksi Pelayanan tugasnya masing-masing dengan efektif 

Pendapatan I melalui komunikasi yang baik dan tidak 

Kantor  Samsat terjadi kesalahpahaman atau kendala saat 

Medan Utara dilapangan. 

 

Dapat disimpulkan bahwa peran dan tugas dibagikan sebelum turun 

kelapangan dengan dibentuk tim agar antar tim bisa menjalankan tugasnya masing 

– masing dengan melakukan komunikasi yang baik. 
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4.2.1.5 Penilaian Sosialisasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali informasi tentang sistem penilaian 

dalam pelaksanaan sosialisasi. Hasil penilaian sebagai dasar untuk memperbaiki 

strategi, meningkatkan kinerja, dan memastikan efektivitas pelaksanaan sosialisasi 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Menurut Bapak/Ibu apakah ada 

penilaian dari masing-masing instansi dan penilaian seperti apa itu? 

Berikut matrix jawaban penilaian sosialisasi program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor. 

 

No 
Narasumber / 

Jabatan 

 

Hasil Wawancara 

1 Akhmad Beliau mengatakan samsat dan empat 
Ferdinand instansi melakukan penilaian terhadap 

Siagian S, Sos, kelancaran dan kesuksesan dalam 

M.AP / Kepala menjalanakan sosialisasi, penilaian ini 

Seksi Pelayanan dilakukan dalam sekretariat bersama. 

Pendapatan I  

Kantor  Samsat  

Medan Utara  

 

Penilaian yang dilakukan samsat dan empat instansi berupa penilaian 

kelancaran dan kesuksesan sosialisasi yang sudah dijalankan. 

4.2.2 Sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi atau pemahaman kepada 

masyarakat mengenai suatu kebijakan atau program agar masyarakat mengetahui, 
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memahami, dan terdorong untuk berpartisipasi. Pada penelitian ini, sosialisasi 

berarti penyamapain informasi yang dilakukan oleh samsat medan utara mengenai 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat dengan 

penyuluhan langusng dan berbagai media dengan tujuan untuk membuat 

masyarakat paham dan sadar tentang program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor. 

4.2.2.1 Sosialisasikan Program Pemutihan Pajak 

Cara mensosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

kepada masyarakat diajukan untuk mengetahui metode, langkah, dan pendekatan 

yang digunakan agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah 

dipahami oleh masyarakat. Menurut Bapak/Ibu bagaimana mensosialisasikan 

program pemutihan pajak ke masyarakat? 

Berikut matrix jawaban proses melakukan kegiatan sosialisasi program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

No 
Narasumber / 

Jabatan 
Hasil Wawancara 

1. Akhmad Ferdinand Beliau menjelaskan bahwa samsat dan 4 
Siagian S, Sos, M.AP instansi yang terkait melakukan sosialisasi 

/ Kepala Seksi dilingkungan-lingkungan masyarakat 

Pelayanan dengan memberikan edukasi dan informasi 

Pendapatan I Kantor kepada masyarakat agar masyarakat bisa 

Samsat Medan Utara lebih memahami tentang program pemutihan 
 pajak kendaraan bermotor dan menciptakan 
 kesadaran masyarakat bahwa program 
 pemutihan pajak kendaraan bermotor sangat 
 membantu masyarakat  yang  sudah  telat 
 membayar pajak yang dimana wajib pajak 

 membayar pajak tanpa denda. 

 

Dapat disimpulkan bahwa Samsat dan empat instansi melakukan sosialisasi 

kelingkungan – lingkungan masyarakat dengan memberikan edukasi dan informasi 
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agar masyarakat lebih memahami program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

 

4.2.2.2 Pertanyaan Kedua Proses Sosialisasi Tentang Program Pemutihan 

Pajak Kendaraan Bermotor 

Proses Sosialisasi menggali informasi tentang pihak – pihak yang terlibat 

dalam proses sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

mengidentifikasi siapa saja instansi atau individu yang berperan aktif dalam 

sosialisasi. Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam proses sosialisasi 

tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Medan 

Utara? 

Berikut matrix jawaban pihak yang terlibat dalam sosialisasi program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

No 
Narasumber / 

Jabatan 
Hasil Wawancara 

1. Akhmad Beliau mengatakan yang terlibat dalam 
Ferdinand Siagian proses sosialisasi adalah petugas samsat, 

S, Sos, M.AP / kepolisian, jasa raharja, bank sumut, dan 

Kepala Seksi masyarakat yang dapat membantu 
Pelayanan melancarkan dalam proses sosialisasi. 

Pendapatan I Masyarakat berperan penting dalam 

Kantor Samsat kelancaran sosialisasi karena masyarkat 

Medan Utara yang akan menerima informasi dari petugas 
 dan masyarakat dapat berpartisipasi 
 mengikuti program yang disosialisasikan 

 demi mencapai target yang ditetapkan. 

 

Dapat disimpulkan bahwa samsat dan empat instansi terlibat dalam sosialisasi 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor, tetapi masyarakat juga berperan 

penting unuk membantu kelancaran sosialisasi dengan berpartisipasi mengikuti 

sosialisasi. 
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4.2.2.3 Proses Sosialisasi Tentang Program Pemutihan Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui ketentuan yang diperlukan 

dalam pelaksanaan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

seperti aturan, pedoman, atau prosedur yang harus dipenuhi agar kegiatan 

sosialisasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Bapak/Ibu 

apakah ada ketentuan yang diperlukan dalam proses sosialisasi tentang program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat medan utara? 

Berikut matrix jawaban ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan 

sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

No 
Narasumber / 

Jabatan 
Hasil Wawancara 

1. Akhmad Beliau mengatakan bahwa dalam proses 
Ferdinand Siagian sosialisasi memiliki ketentuan yang harus 

S, Sos, M.AP / dipenuhi seperti materi sosialisasi harus 

Kepala Seksi sesuai dengan regulasi yang berlaku, 

Pelayanan prosedur pelaksanaan harus melalui 
Pendapatan I koordinasi antarintasi yang terkait, metode 

Kantor Samsat penyampaian harus menggunakan bahasa 

Medan Utara sehari – hari yang mudah dipahami 

 masyarakat. 

 

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang harus dipenuhi seperti materi harus 

sesuai regulasi yang berlaku, prosedur melalui koordinasi antarinstansi yang terkait, 

metode penyampaian menggunakan bahasa sehari – hari agar mudah dipahami 

masyarakat. 

4.2.2.4 Media Sosialisasi 

Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi, untuk mengetahui 

bentuk sarana komunikasi yang dipilih dalam menyebarkan informasi. Menurut 
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Bapak/Ibu media apa saja yang digunakan dalam melakukan sosialiasi? 

 

Berikut matrix jawaban media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

No 
Narasumber / 

Jabatan 
Hasil Wawancara 

1. Akhmad Selain sosialisasi kelingkungan-lingkungan 
Ferdinand Siagian masyarakat, samsat juga memberikan 

S, Sos, M.AP / informasi melalui media cetak dan media 
Kepala Seksi online seperti menyebarkan brosur, 

Pelayanan membuat spanduk, membuat flyer  yang 
Pendapatan I dipasang di video tron jalan dan dimedia 
Kantor Samsat sosial juga, dengan adanya informasi di 

Medan Utara media  sosial  dan  media  cetak  sangat 
 membantu masyarakat dalam mendapatkan 
 informasi khususnya kalangan muda yang 
 sering menggunakan sosial media. Dengan 
 begitu  masyarakat lebih  luas  dalam 
 mendapatkan informasi dan tidak hanya 
 dari petugas langsung, walaupun informasi 
 yang diberikan petugas langsung akan lebih 

 jelas dan mudah dipahami. 

 

 

Media yang digunakan dalam sosialisasi untuk membantu menyebarkan 

informasi lebih luas kepada masyarakat adalah media sosial dan media cetak seperti 

spanduk, brosur, video tron, dan flyer. 

4.2.2.5 Pelatihan Khusus Dalam Sosialisasi 

Pelatihan dan pengarahan khusus yang diberikan kepada petugas sebelum 

melakukan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor. pertanyaan 

ini bertujuan untuk menggali informasi tentang upaya peningkatan kapasitas 

petugas agar sosialisasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Apakah 

terdapat pelatihan atau pengarahan khusus bagi petugas dalam mensosialisasikan 

program pemutihan pajak? 
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Berikut matrix jawaban pelatihan dan pengarahan khusus yang dibetikan 

kepada petugas sosialisasi. 

No 
Narasumber / 

Jabatan 
Hasil Wawancara 

1. Akhmad Samsat dan empat intansi yang terkait 
Ferdinand Siagian sudah diberikan tugas dan pengarahan 

S, Sos, M.AP / langsung kepada masing – masing instansi 

Kepala Seksi melalui sekretariat bersama (sekber) untuk 
Pelayanan menjalankan sosialisasi kepada 

Pendapatan I masyarakat, yang dimana tugas itu 

Kantor Samsat diberikan agar tidak terjadi kendala yang 

Medan Utara tidak diinginkan saat berkolaborasi dalam 
 menjalankan proses sosialisasi dan antar 
 tim  dapat  berkomunikasi  dengan  baik. 
 Dengan begitu, proses sosialisasi akan 
 berjalan dengan baik dan informasi 

 tersampaikan dengan jelas dan dapat 

 

 

Bahwa masing – masing intsansi berikan tugas dan pengarahan dalam 

menjalankan tugasnya agar tidak terjadi kendala saat sosialisasi dan antar tim dapat 

berkomunikasi dengan baik. 

4.2.3 Efektivitas Pelaksanaan 

Efektivitas pelaksanaan merupakan tingkat keberhasilan kegiatan 

sosialisasi yang dilakukan sesuai tujuan. Efektivitas diukur dari sejauh mana 

sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendorong 

partisipasi masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi dianggap efektif apabila 

masyarakat mengetahui prosedur, dan manfaat dari program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor. efektivitas juga ditentukan oleh kesesuaian pelaksanaan 

dengan rencana, ketepatan sasaran, dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan. Dalam penilitan ini, terdapat pertanyaan untuk menilai 

kegiatan sosialisasi berjalan dengan efektif atau tidak. 
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4.2.3.1 Fungsi Koordinasi 

Efektivitas fungsi coordinating dalam sosialisasi program meutihan pajak 

kendaraan bermotor, pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui sejauh mana 

koordinasi telah mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan sosialisasi. 

Menurut Bapak/Ibu apakah fungsi koordinasi antar tim dalam menjalankan 

sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Medan 

Utara sudah efektif? 

Berikut matrix jawaban efektivitas fungsi coordinating dalam sosialisasi 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

No 
Narasumber 

/ Jabatan 
Hasil Wawancara 

1. Akhmad Beliau mengatakan bahwa fungsi koordinasi 
Ferdinand dalam melakukan sosialisasi program 

Siagian S, pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah 

Sos, M.AP / berjalan dengan  efektif, yang dimana mereka 
Kepala Seksi sudah berkoordinasi dengan empat intansi yang 

Pelayanan terkait dengan baik. Koordinasi ini dilakukan 

Pendapatan I melalui sekretariat bersama (sekber), 

Kantor pembagian peran yang jelas, serta komunikasi 

Samsat yang terus dijaga selama proses pelaksanaan 

Medan Utara program, masing-masing instansi memiliki 
 tanggung jawab sesuai tugas mereka, sehingga 

 tidak terjadi kesalahan informasi dilapangan. 

 

 

Dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi sudah berjalan dengan efektif, 

karena dilakukan dengan pembagian peran yang jelas, komunikasi yang terus dijaga 

selama proses pelaksanaan sosialisasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman 

dilapangan. 

4.2.3.2 Indikator Keberhasilan Dari Koordinasi Antar Tim 

 

Informan tentang indikator – indikator keberhasilan koordinasi antar tim 
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dalam proses sosialisas sangat penting untuk memahami tolak ukur efektivitas 

koordinasi, baik dari segi komunikasi, hasil kerja sama, maupun penerimaan 

masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Menurut Bapak/Ibu apa 

indikator keberhasilan dari koordinasi antar tim dalam menjalankan proses 

sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat sudah 

efektif? 

Berikut matrix jawaban indikator keberhasilan dalam menjalankan 

sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

No 
Narasumber 

/ Jabatan 
Hasil Wawancara 

1. Akhmad beliau juga mengatakan indikator keberhasilan 
Ferdinand dalam pelaksanaan sosialisasi program 

Siagian S, pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah 

Sos, M.AP / berjalan dengan lancar dan sukses, yang dimana 
Kepala Seksi koordinasi  antar  tim  instansi  yang  terkait 
Pelayanan menjalankan perannya secara tepat waktu dan 

Pendapatan I tanggung jawab dengan peran dan tugasnya 

Kantor masing-masing  agar  mencapai  tujuan  dari 

Samsat pelaksaanan program dengan sukses, dengan ini 

Medan Utara tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat 

 dalam program pemutihan pajak 

 

 

Indikator keberhasilannya adalah pelaksanannya yang berjalan lancar dan 

sukses melalui koordinasi antarinstansi dengan peran dan tanggung jawab yang 

dijalankan tepat waktu, sehingga tujuan program tercapai dan kesadaran serta 

partisipasi masyarakat meningkat. 

4.2.3.3 Dampak Negatif Dan Positif Dari Proses Sosialisasi Program 

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

Dampak positif dan negatif dari pelaksanaan sosialisasi program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor, tujuanya untuk melihat keuntungan yang diperoleh dari 
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sosialisasi dan juga kendala atau kelemahan yang mungkin muncul dalam 

pelaksanaanya. Menurut Bapak/Ibu apa dampak negatif dan positif dari proses 

sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor dikantor samsat Medan 

Utara? 

Berikut matrix jawaban dampak positif dan negatif dari pelaksanaan 

sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

 

No 
Narasumber 

/ Jabatan 
Hasil Wawancara 

1. Akhmad Beliau mengatakan dampak negatif dari proses 
Ferdinand sosialisasi tidak ada, sedangkan dampak positif 

Siagian S, dari  proses  sosialisasi  adalah  memberikan 

Sos, M.AP / masyarakat pemahaman, pengetahuan, dan 

Kepala Seksi kesadaran dalam berpartisipasi mengikuti 

Pelayanan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 
Pendapatan I agar membantu pemerintah mecapai 

Kantor pendapatan asli daerah (PAD). 

Samsat  

Medan Utara  

 

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada dampak negatif dari proses sosialisasi, 

tetapi memiliki dampak positif yaitu memberikan masyarakat pemahamn, 

pengetahuan, dan kesadaran dalam berpartisipasi mengikuti program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor. 

4.2.3.4 Evaluasi Kegiatan Sosialisasi 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pertemuan evaluasi 

setelah melakukan kegiatan sosialisasi. Selain itu, pertanyaan ini juga untuk 

mengetahui apakah instansi yang terkait melakukan tindak lanjut berupa evaluasi 

guna memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas. Menurut Bapak/Ibu 
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apakah ada pertemuan evaluasi setelah kegiatan sosialisasi program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor? 

Berikut matrix jawaban pertemuan evaluasi setelah melakukan kegiatan 

sosialisasi. 

No 
Narasumber 

/ Jabatan 
Hasil Wawancara 

1. Akhmad Kemudian beliau mengatakan adanya 
Ferdinand pertemuan evaluasi setelah melakukan kegiatan 

Siagian S, sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan 
Sos, M.AP / bermotor, pertemuan evaluasi dilakukan setiap 

Kepala Seksi bulan  selama  masa  pelaksanaan  sosialisasi 

Pelayanan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

Pendapatan I yang berlangsung selama tiga bulan. Pertemuan 

Kantor evaluasi ini dilakukan dengan tujuan utama 

Samsat untuk mengetahui kegiatan sosialisasi berjalan 

Medan Utara dengan lancar atau tidak, mengukur efektivitas 
 penyampaian  informasi  kepada  masyarakat, 
 serta melihat sejauh mana target PAD dapat 

 terelalisasi. 

 

 

Adanya evaluasi pertemuan yang dilakukan setiap satu bulan sekali selama 

pelaksanaan sosialisasi dengan tujuan menilai kelancaran kegiatan, efektivitas 

penyampaian informasi kepada masyarakat, serta pencapaian target PAD. 

4.2.3.5 Kegiatan Sosialisasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

Pertanyaan ini menanyakan apakah kegiatan sosialisasi program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor sudah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan awal, 

pertanyaan ini diajukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan dilapangan 

dengan target yang telah ditetapkan sejak awal perencanaan. Menurut Bapak/Ibu 

Apakah kegiatan sosialisasi sudah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan awal? 

Berikut matrix jawaban kegiatan sosialisasi berjalan sesuai dengan rencana 

dan tujuan awal. 
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No 
Narasumber 

/ Jabatan 
Hasil Wawancara 

1. Akhmad Setelah itu  beliau  mengatakan  pelaksanaan 
Ferdinand sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan 

Siagian S, bermotor berjalan sesuai dengan rencana dan 

Sos, M.AP / tujuan awal dengan berdiskusi dan dirapatkan 
Kepala Seksi untuk menentukan regulasi yang disetujui oleh 

Pelayanan empat instansi terkait. 

Pendapatan I  

Kantor  

Samsat  

Medan Utara  

 

Bahwa pelaksanaan sosialisasi sudah berjalan sesuai dengan rencana dan 

rujuan awal melalui rapat untuk menentukan regulasi. 

4.2.4 Pengetahuan 

Pengetahuan adalah pemahaman masyarakat terhadap isi, maksud, dan 

manfaat dari informasi yang diberikan dan dijelaskan, Pengetahuan menjadi dasar 

untuk menentukan sikap dan tindakan masyarakat. Pengetahuan masyarakat 

diperoleh melalui kegiatan sosialisasi yang dimana bertujuan untuk mencakup 

informasi mengenai prosedur, jangka waktu pelaksanaan, dan dokumen yang 

dibutuhkan. 

4.2.4.1 Pertanyaan Pertama Program Pemutihan Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memilik pengetahuan tentang 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Apakah sudah pernah mendengar 

tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini? 

Berikut matrix jawaban tingkat pengetahuan masyarakat tentang program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor. 
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No 
Narasumber / 

Masyarakat 
Hasil Wawancara 

 

 

 

1. 

Mahdi Priyanto 
/ Masyarakat 

Mengatakan bahwa beliau sudah pernah 
mendengar tentang program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor, beliau pertama 
kali mengetahui program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor saat tetangga beliau 

membicarakan bahwa ada program 
pemutihan pajak kendaraan bermotor di 

samsat medan utara. 

 

2 

Aswita/ 
Masyarakat 

Beliau mengatakan sudah mendengar 

tentang program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor sejak awal tahun ini, 
beliau mengetahui informasinya dari media 
sosial dan grup ibu-ibu dilingkungan. 

 

3 

Amhan / 
Masyarakat 

Bahwa beliau sudah pernah mendengar 

tentang program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor, kebetulan orang tua 

beliau pernah memanfaatkan program ini 

tahun lalu. 

Masyarakat umumnya sudah mengetahui program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor melalui berbagai sumber informasi, bapak Mahdi Priyanto 

mengetahuinya dari obrolan tetangga, ibu Aswita memperoleh informasi melalui 

media sosial dan grup ibu – ibu lingkungan, sedangkan saudara Amhan 

mengetahuinya dari pengalaman orang tuanya yang pernah memanfaatkan program 

tersebut. Hal ini menunjukan bahwa penyebaran informasi tentang program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat diperoleh baik dari informasi langsung 

masyarakat, media sosial, dan pengalaman pribadi keluarga. 

4.2.4.2 Program Manfaat Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

Pertanyaan ini menanyakan apa yang diketahui oleh masyarakat tentang 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pertanyaan ini untuk menggali 

pemahaman masyarakat mengenai isi dan manfaat program. Apa yang anda ketahui 

tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini? 
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Berikut matrix jawaban pemahaman masyarakat tentang isi dan manfaat 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

No 
Narasumber / 

Masyarakat 
Hasil Wawancara 

 

 

1. 

Mahdi Priyanto 

/ Masyarakat 
Beliau mengetahui program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor untuk 
memberikan keringanan kepada masyarakat, 

khususnya berupa penghapusan denda pajak 
kendaraan bermotor, jika ada keterlambatan 

bayar pajak dendanya tidak dikenakan, 

cukup membayar pokok pajaknya saja. 

 

 

2 

Aswita/ 

Masyarakat 

Setahu beliau program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor memberikan 
keringanan kepada pemilik kendaraan 

bermotor yang terlambat membayar pajak, 
mereka tidak dikenakan denda selama masa 

pemulihan berlangsung, dan program ini 
memiliki jangka waktu. 

 

3 

Amhan / 
Masyarakat 

Beliau mengetahui program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor untuk membayar 

pajak  kendaraan  bermotor  yang  sudah 
terlambat membayar pajak tanpa terkena 
denda. 

 

Dapat disimpulkan bahwa ketiga masyarakat yaitu, bapak Mahdi Priyanto, 

ibu Aswita, saudara Amhan sama – sama mengetahui bahwa program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor memberikan keringanan bagi wajib pajak yang terlambat 

membayar pajak, khususnya berupa penghapusan denda, sehingga masyarakat 

hanya perlu membayar pokok pajaknya saja, ibu Aswita juga menambahkan bahwa 

program ini memiliki jangka waktu tertentu selama masa pelaksanaan. 
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4.2.4.3 Cara Mengetahui Informasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Pertanyaan ini menanyakan bagaimana cara masyarakat mengetahui 

program ini, dan darimana masyarakat mendapatkan informasi terkait program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

Berikut matrix jawaban cara mengetahui informasi program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor. 

No 
Narasumber / 

Masyarakat 
Hasil Wawancara 

 

1. 

Mahdi Priyanto 
/ Masyarakat 

beliau mendapatkan informasi dari media 

sosial, terutama facebook dan grup 

whatsapp warga, selain itu, beliau juga 

pernah melihat 
spanduk dipinggir jalan. 

 

 

2 

Aswita/ 

Masyarakat 
Beliau mengetahui informasi program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor dari 

spanduk didepan kantor samsat medan 

utara dan juga dari media sosial, dan 

kadang- kadang juga ada teman yang 

membagikan 
info resmi dari samsat di whatsapp. 

 

3 

Amhan / 
Masyarakat 

Beliau mendapatkan informasi kebanyakan 

dari instagram dan juga dari brosur dan 

spanduk yang ada dijalan. Beliau juga 

belum pernah mengikuti sosialisasi 

program 
pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

 

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat memperoleh informasi mengenai 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui berbagai media sosial seperti 

facebook, whatsaap, dan instagram, serta media cetak seperti spanduk dan brosur. 

Bapak Mahdi Priyanto mendapatkan informasi dari facebook, grup whatsaap 

warga, dan spanduk, ibu Aswita mendapat informasi dari spanduk depan kantor 

samsat, Media sosial, dan grup ibu – ibu lingkungan, sedangkan saudara Amhan 
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lebih banyak melalui instagram, brosur, spanduk. 

 

4.2.4.4 Sosialisasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

 

Informasi mengenai pengalaman masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor, penelitian ini diajukan 

untuk menilai keterlibatan langsung masyarakat dalam menerima penjelasan resmi 

mengenai program. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi program pemutihan 

pajak?Berikut matrix jawaban pernah mengikuti sosialisasi program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor. 

No 
Narasumber / 
Masyarakat 

Hasil Wawancara 

 

 

1. 

Mahdi Priyanto 

/ Masyarakat 
beliau belum pernah mengikuti sosialisasi 

program pemutihan pajak kendaraan 
bermotor. Tapi beliau pernah hadir dalam 

pertemuan lingkungan di kantor kelurahan, 

dan saat itu ada petugas yang sempat 
menjelaskan secara singkat tentang program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

2 
Aswita/ 

Masyarakat 

Beliau juga mengatakan belum pernah 

secara langsung mengikuti sosialisasi. 

3 
Amhan / 
Masyarakat 

Beliau juga belum pernah mengikuti 
sosialisasi program pemutihan pajak 
kendaraan bermotor. 

 

Dapat disimpulkan bahwa bapak Mahdi Priyanto, ibu Aswita, dan saudara 

Amhan sama – sama belum pernah mengikuti sosialisasi program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor secara langsung. Namun. Bapak Mahdi Priyanto sempat 

mendapatkan penjelasan singkat tentang program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor ketika menghadiri pertemuan lingkungan dikantor kelurahan. 
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4.2.4.5 Tujuan Utama Dari Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

Tujuan utama dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor, 

dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap 

maksud dan sasaran program yang dijalankan oleh pemerintah. Apakah anda tahu 

tujuan utama dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor? 

Berikut matrix jawaban tujuan utama dari program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor. 

No 
Narasumber / 

Masyarakat 
Hasil Wawancara 

1. Mahdi Priyanto 
/ Masyarakat 

Menurut beliau tujuan utama dari program 
pemutihan pajak kendaraan bermotor 

adalah untuk membantu masyarakat agar 
bisa membayar pajak kendaraanya tanpa 

harus terbebani denda dan beliau yakin 
tujuan lain dari program ini adalah untuk 

meningkatkan pendapatan daerah. 

2 Aswita/ 

Masyarakat 

Tujuan utama dari program tersebut 
menurut beliau adalah meringankan beban 
masyarakat yang menunggak pajak 
kendaraan bermotor. 

3 Amhan / 

Masyarakat 

Menurut beliau program ini bertujuan untuk 
membebaskan denda keterlambatan pajak 
kendaraan bermotor, jadi hanya bayar pajak 
saja tanpa bunga atau denda. 

 

Dapat disimpulkan bahwa menurut bapak Mahdi Priyanto, ibu Aswita, dan 

saudara Amhan tujuan utama program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah 

memberikan keringanan bagi wajib pajak yang menunggak dengan penghapusan 

denda, sehingga masyarakat cukup membayar pokok pajaknya saja. Selain itu, 

bapak Mahdi Priyanto menambahkan bahwa program ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan daerah. 



54  

 

4.2.5 Penyampaian 

Penyampaian adalah cara atau teknik yang digunakan dalam menyebarkan 

informasi kepada masyarakat. Penyampain yang baik harus jelas, mudah 

dimengerti, dan sesuai dengan bahasa serta kondisi masyarakat. Dalam penelitian 

ini, penyampaian informasi tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

dapat dilakukan melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung. 

Penyampaian harus dapat diterima baik oleh masyarakat agar masyarakat merasa 

bahwa informasi yang disampaikan bermanfaat bagi mereka. 

4.2.5.1 Informasi Tentang Cara Mengikuti Program Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Pertanyaan ini menanyakan apakah mereka merasa sudah mendapatkan 

informasi yang jelas mengenai cara mengikuti program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 

penyampaian informasi kepada masyarakat, terkait prosedur dan tata cara 

mengikuti program. Apakah Anda merasa mendapatkan informasi yang jelas 

tentang cara mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor? 
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Berikut matrix jawaban tentang informasi yang jelas tentang cara mengikuti 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor? 

No Narasumber / 

Masyarakat 

Hasil Wawancara 

1. Mahdi Priyanto 

/ Masyarakat 
Beliau mengatakan bahwa informasi yang 
jelas diperoleh langsung dari pihak samsat 
ketika masyarakat datang kekantor samsat. 

2 Aswita/ 

Masyarakat 

mengatakan bahwa beliau mendapatkan 

informasi dari spanduk didepan kantor 
samsat, kepala lingkungan, dan juga dari 

grup whatasapp ibu-ibu lingkungan. 
Menurut beliau, informasi awal yang 

diterima cukup memancing rasa penasaran, 
namun untuk penjelasan lengkap beliau 

memilih mencari tahu lebih lanjut melalui 

kepala lingkungan. 

3 Amhan / 
Masyarakat 

beliau mendapatkan informasi dari akun 

instagram, brosur, dan spanduk yang ada di 
berbagai jalanan. Beliau merasa bahwa 

media sosial sangat membantunya dalam 
mencari informasi awal. Namun, untuk 

penjelasan lebih lengkap didapatkan dari 
orang tuanya yang sudah pernah mengikuti 

program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor. 

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Mahdi Priyanto, ibu Aswita, dan saudara 

Amhan mendapatkan informasi tentang program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor melalui berbagai sumber seperti langusng dari pihak samsat, media cetak, 

media sosial, kepala lingkungan, hingga pengalaman keluarga. Informasi awal 

biasanya didapatkan dari media sosial atau media cetak. Namun, penjelasan 

langsung dari petugas akan lebih lengkap dan mudah dipahami. 

4.2.5.2 Cara Sosialisasi Yang Dilakukan Petugas di Lapangan 

Pertanyaan ini menggali pendapat informan mengenai cara sosialisasi yang 

dilakukan petugas dilapangan, apakah penyampaiannya mudah dipahami atau 
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tidak, pertanyaan ini diajukan untuk menilai kualitas komunikasi petugas dalam 

memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Bagaimana menurut Anda cara 

sosialisasi yang dilakukan petugas di lapangan? Apakah mudah dipahami?Berikut 

matrix cara sosialisasi yang dilakukan petugas dilapangan. 

No 
Narasumber / 

Masyarakat 
Hasil Wawancara 

1. Mahdi Priyanto / 
Masyarakat 

Beliau belum pernah mengikuti sosialisasi 

langsung, tapi saat mengikuti program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor beliau 
mudah memahami informasi yang diberikan 

petugas dengan bahasa sehari – hari terkait 
prosedur dan syarat. 

2 Aswita/ 
Masyarakat 

Beliau belum pernah mengikuti sosialisasi 
langsung namun Beliau merasa bahwa 
mendapatkan informasi secara langsung 
dari petugas akan lebih membantu. 

3 Amhan / 
Masyarakat 

Beliau belum pernah mengikuti sosialisasi 

 

Dapat disimpulkan bahwa ketiga masyarakat diatas belum pernah mengikuti 

sosialisasi secara langsung. Namun, bapak Mahdi Priyanto menyebutkan bahwa 

informasi yang diberikan petugas saat mengikuti program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor cukup jelas dan mudah dipahami, ibu Aswita menilai bahwa 

penjelasan langsung dari petugas akan lebih membantu, sedangkan saudara Amhan 

sama sekali belum pernah mengikuti sosialisasi. 

4.2.5.3 Percaya diri Untuk Mengikuti program Pemutihan Pajak kendaraan 

Bermotor 

Pertanyaan ini menanyakan apakah setelah mengikuti sosialisasi mereka 

merasa lebih percaya diri atau yakin untuk mengikuti program pemutihan pajak 



57  

 

kendaraan bermotor. Apakah Anda merasa lebih percaya diri atau yakin untuk 

mengikuti program pemutihan setelah mengikuti sosialisasi? 

Berikut matrix jawaban merasa lebih percaya diri untuk mengikuti program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

No 
Narasumber / 

Masyarakat 
Hasil Wawancara 

1. Mahdi Priyanto / 
Masyarakat 

Setelah mendapatkan penjelasan, beliau 
mengaku menjadi lebih yakin untuk 

mengikuti program pemutihan pajak 
kendaraan bermotor, awalnya beliau ragu 

karena khawatir akan prosedur yang rumit 

atau adanya biaya tersembunyi. 

2 Aswita/ 
Masyarakat 

Beliau mengatakan beliau dengar dari 
kepala lingkungan sudah jelas dan mudah 

dimengerti, bahasa yang digunakan 
sederhana. Setelah mendapatkan penjelasan 

mengenai program pemutihan pajak 
kendaraan bermotor beliau menjadi lebih 

yakin untuk ikut serta. 

3 Amhan / 

Masyarakat 
beliau merasa yakin setelah membaca 

informasi dari media sosial dan 

mendengarkan penjelasan dari orang 

tuanya. Keyakinannya bertambah karena 

program ini jelas memberikan manfaat 

langsung berupa penghapusan denda, 

sehingga beliau tidak ragu untuk ikut serta 

saat periode pemutihan kembali diadakan. 

 

Dapat disimpulkan bahwa bapak Mahdi Priyanto, ibu Aswita, saudara 

Amhan sama – sama merasa lebih yakin untuk mengikuti program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor setelah mendapatkan penjelasan yang jelas. Bapak 

Mahdi awalnya ragu karena khawatir prosedur rumit, ibu Aswita menjadi yakin 

setelah mendapat penjelasan sederhana dari kepala lingkungan, sedangkan 

saudara Amhan merasa percaya diri setelah memperoleh informasi dari media 
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sosial dan orang tuanya, terutama karena adanya manfaat penghapusan denda. 

 

4.2.5.4 Informasi Atau Prosedur Program Pemutihan Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Informasi atau prosedur dalam program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor yang dirasakan membingungkan atau belum sepenuhnya jelas. apakah ada 

informasi atau prosedur yang masih membingungkan atau belum Anda pahami 

dengan jelas?Berikut matrix jawaban informasi dan prosedur yang membingungkan 

dan belum dipahami dengan jelas. 

No 
Narasumber / 

Masyarakat 
Hasil Wawancara 

1. Mahdi Priyanto / 
Masyarakat 

Beliau mengatakan prosedur pelaksanaan 

program pemutihan pajak kendaraan 
bermotor cukup mudah dipahami, terutama 

setelah bertanya langsung kepada petugas, 
cukup membawa dokumen standart seperti 

KTP, STNK, dan BPKB, maka petugas akan 
membantu prosesnya. 

2 Aswita/ 

Masyarakat 

Beliau mengatakan sebelum mendapatkan 

informasi langsung dari kepala lingkungan, 

beliau merasa bingung apakah program ini 

benar resmi dan tidak mempersulit, 

Keyakinannya bertambah karena tidak ada 

syarat yang menyulitkan. Beliau juga 

mengatakan prosedurnya cukup mudah 

dipahami hanya perlu membawa STNK, 

KTP, BPKB asli kekantor samsat. 

3 Amhan / 

Masyarakat 
Menurut beliau prosedur dalam program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor 

tergolong sederhana dan mudah dipahami, 

beliau merasa prosesnya tidak ribet dan bisa 

selesai dalam satu hari jika dokumen yang 

diperlukan lengkap. Masyarakat hanya perlu 

datang  kesamsat  dengan  dokumen  yang 

sesuai dan mengikuti layanan yang sudah 

diarahkan dengan baik oleh petugas. 
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Dapat disimpulkan bahwa bapak Mahdi Priyanto, ibu Aswita, dan saudara 

Amhan sepakat bahwa prosedur pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor tergolong mudah dan tidak memberatkan, hanya membutuhkan dokumen 

standart seperti KTP, STNK, dan BPKB. Bapak Mahdi menekankan kemudahan 

setelah bertanya langsung kepada petugas, ibu Aswita menilai prosedur jelas dan 

resmi setelah dijelaskan kepala lingkungan, sedangakan saudara Amhan 

menambahkan nahwa proses bisa selesai dalam satu hari jika dokumen lengkap. 

4.2.5.5 Alat Bantu Dalam Menyampaikan Informasi 

Pertanyaan ini menanyakan kepada informan apakah petugas menggunakan 

alat bantu dalam menyampaikan informasi, pertanyaan ini diajukan untuk 

mengetahui sejauh mana pemanfaatan media pendukung dapat membantu 

memperjelas penyampaian informasi dan mempermudah masyarakat dalam 

memahami program. 

No 
Narasumber / 

Masyarakat 
Hasil Wawancara 

1. Mahdi Priyanto / 

Masyarakat 
Beliau mengatakan selain sosialisasi 

langsung, media sosial, spanduk, dan brosur 

juga membantu penyebaran informasi 

kepada masyarakat. 

2 Aswita/ 
Masyarakat 

Beliau mengatakan pernah melihat spnaduk 
yang dipasang didepan kantor samsat medan 
utara dan di jalan. 

3 Amhan / 
Masyarakat 

Beliau mengatakan petugas menyampaikan 

informasi melalui berbagai media seperti 
media sosial, brosur, dan juga kegiatan 

lapangan. Beliau merasa pendekatan sudah 

cukup efektif untuk menjangkau semua 
kelompok usia. 

 

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Mahdi Priyanto, ibu Aswita, saudara 

Amhan menilai bahwa penyebaran informasi program pemutihan pajak kendaraan 
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bermotor tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi langsung, tetapi juga 

memanfaatkan media sosial, spanduk, dan brosur. Bapak Mahdi menekankan peran 

media sosial dan brosur, ibu Aswita menyoroti spanduk yang terpasang di kantor 

samsat dan dijalan, sedangkan saudara Amhan menilai kombinasi media sosial, 

brosur, dan kegiatan lapangan sudah cukup efektif menjangkau berbagai kelompok 

masyarakat. 

4.2.6 Respon 

Respon adalah reaksi atau tanggapan seseorang terhadap suatu pemicu yang 

diterimanya, baik berupa informasi, kebijakan, dan tindakan. Dalam penelitian ini 

respon merujuk pada reaksi masyarakat setelah menerima informasi dalam 

sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor. respon masyarakat 

merupakan salah satu aspek penting untuk mengukur efektivitas sosialisasi. Respon 

dapat berupa penerimaan, pemahaman, penolakan, ketidakperdulian, maupun 

tindakan nyata yang dilakukan masyarakat setelah menerima sosialisasi. 

4.2.6.1 Pandangan Masyarakat Tentang Pentingnya Program Pemutihan 

Pajak Kendaraan Bermotor 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang 

pentingnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat. 

apakah program ini penting untuk masyarakat? 
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Berikut matrix jawaban program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

penting bagi masyarakat. 

No 
Narasumber / 

Masyarakat 
Hasil Wawancara 

1. Mahdi Priyanto / 
Masyarakat 

bahwa program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor sangat penting karena memberi 

kesempatan  kepada  masyarakat  yang 
menunggak pajak untuk memperbaiki 
kewajibannya tanpa dikenai denda. 

2 Aswita/ 

Masyarakat 

mengatakan bahwa program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor sangat penting 

bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang 

tidak bisa bayar pajak tepat waktu karena 

kebutuhan sehari-hari lebih mendesak. 

Dengan adanya program ini, masyarakat 

bisa membayar pajak kendaraan bermotor 

tanpa harus terbebani denda yang cukup 
besar. 

3 Amhan / 
Masyarakat 

Beliau mengatakan bahwa program 

pemutihan sangat penting karena 
memberikan solusi bagi masyarakat yang 

sebelumnya tidak mampu membayar pajak 
tepat waktu. Program ini memudahkan 

orang tuanya untuk menyelesaikan 
kewajiban pajak tanpa dikenakan denda 

tambahan. 

Dapat disimpulkan bahwa bapak Mahdi Priyanto, ibu Aswita, dan Amhan 

sepakat bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor sangat penting karena 

memberikan kesempatan bagi masyarakat yang menunggak pajak untuk memenuhi 

kewajiban tanpa terbebani denda. Mereka menilai program ini membantu 

meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi yang kesulitan membayar 

tepat waktu akibat kebutuhan sehari – hari, dan juga memberi solusi agar kewajiban 

pajak tetap dapat diselesaikan dengan lebih ringan. 
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4.2.6.2 Informasi Yang Diterima Masyarakat 

Pertanyaan ini menanyakan apakah informasi yang diterima masyarakat 

membuat lebih tertarik atau peduli terhadapan kewajiban membayar pajak 

kendaraan, pertanyaan ini diajukan untuk menggali sejauh mana sosialisasi program 

berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Apakah informasi yang 

Anda terima membuat Anda lebih tertarik atau lebih peduli terhadap kewajiban 

membayar pajak kendaraan? 

Berikut matrix jawaban informasi membuat lebih tertarik dan lebih peduli 

terhadapan kewajiban membayar pajak. 

No 
Narasumber / 

Masyarakat 
Hasil Wawancara 

1. Mahdi Priyanto / 
Masyarakat 

Beliau mengatakan Program ini menjadi 
solusi bagi warga yang memiliki kendala 

ekonomi dalam membayar pajak tepat waktu. 

Beliau juga mengatakan bahwa informasi 
yang diterima cukup mempengaruhi 

kesadarannya untuk lebih peduli terhadap 
kewajiban membayar pajak kendaraan 

bermotor. Beliau menjadi lebih sadar bahwa 
pajak yang dibayarkan juga berkontribusi 

pada pembangunan daerah. 

2 Aswita/ 
Masyarakat 

Beliau juga mengatakan informasi yang jelas 

dan mudah dipahami membuatnya lebih 

sadar akan pentingnya membayar pajak 
kendaraan bermotor tepat waktu, beliau 

merasa bahwa informasi yang diberikan oleh 
kepala lingkungan sangat membantu dalam 

memahami tujuan dari pembayaran pajak itu 
sendiri. 

3 Amhan / 
Masyarakat 

Beliau merasa bahwa informasi yang 
disampaikan, baik melalui media sosial 

maupun brosur dan spanduk, cukup 
membuat dirinya sadar akan pentingnya 

membayar pajak tepat waktu, terlebih lagi 
setelah beliau tahu bahwa pajak yang 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur 
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  dan layanan umum. Dengan informasi yang 

lengkap beliau merasa bertanggung jawab 

untuk wajib membayar pajak kendaraan 

bermotor tepat waktu. 

 

Dapat disimpulkan bahwa bapak Mahdi priyanto, ibu Aswita, dan saudara 

Amhan menyatakan bahwa informasi yang jelas dan mudah dipahami sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 

kendaraan bermotor tepat waktu. Mereka menjadi lebih peduli dan merasa 

bertanggung jawab setelah memahami bahwa pajak yang dibayarkan tidak hanya 

meringankan beban pribadi melalui program pemutihan, tetapi juga berkontribusi 

pada pembangunan daerah, infrastruktur, dan layanan publik. 

4.2.6.3 Menilai Manfaat Langsung Dari Adanya Pemutihan Pajak 

Pertanyaan ini menanyakan apakah program ini dapat membantu 

meringankan beban masyarakat, khususnya bagi yang memiliki keterlambatan 

membayar pajak. Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai manfaat langsung dari 

adanya pemutihan pajak. Apakah Anda merasa program ini membantu 

meringankan beban masyarakat? 
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Berikut matrix jawaban program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

dapat membantu meringankan beban masyarakat. 

No 
Narasumber / 

Masyarakat 
Hasil Wawancara 

1. Mahdi Priyanto / 
Masyarakat 

Program ini sangat membantu, terutama 

bagi masyarakat yang pendapatannya 

terbatas. Dengan penghapusan denda, 

beban finansial menjadi lebih ringan dan 

masyarakat dapat menyelesaikan 

kewajibannya tanpa tekanan 
ekonomi berlebih. 

2 Aswita/ 
Masyarakat 

Beliau mengakui bahwa program ini sangat 

meringankan beban masyarakat, beliau juga 

sempat tertunggak pajak kendaraan 

bermotor dan akan mengikuti program 

pemmutihan pajak kendaraan bermotor 

agar tidak dikenai denda. beban ekonomi 

jauh lebih ringan karena tidak ada 

tambahan biaya, ini sangat membantu 

terutama di masa sulit ketika 
kebutuhan rumah tangga semakin tinggi. 

3 Amhan / 
Masyarakat 

Beliau juga mengatakan bahwa program 

pemutihan kendaraan bermotor 

meringankan beban masyarakat, terutama 

yang selama ini menunggak pajak karena 

takut denda menumpuk. Program ini 

memberi 

kesempatan baru tanpa tekanan finansial 

tambahan. 

Dapat disimpulkan bahwa bapak Mahdi Priyanto, ibu Aswita, dan saudara 

Amhan sepakat bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor sangat 

meringankan beban ekonomi masyrakat, khususnya bagi yang terlambat 

membayar pajak. Dengan adanya penghapusan denda, masyarakat merasa lebih 

ringan dalam memenuhi kewajiban tanpa tekanan finansial tambahan. Program ini 

dianggap sebagai kesempatan baru yang membantu masyarakat menyelesaikan 

kewajiban pajaknya ditengah kondisi ekonomi yang sulit. 
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4.2.6.4 Tertib Membayar Pajak 

Pertanyaan ini menanyakan apakah program ini mendorong mereka untuk 

lebih tertib membayar pajak di masa mendatang. Pertanyaan ini penting untuk 

mengetahui dampak jangka panjang dari program terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Apakah program ini mendorong Anda untuk lebih tertib membayar pajak di masa 

mendatang? Berikut matrix jawaban mendorong untuk lebih tertib membayar pajak. 

No 
Narasumber / 

Masyarakat 
Hasil Wawancara 

1. Mahdi Priyanto / 

Masyarakat 

Beliau menjadi lebih tertib dalam membayar 

pajak. 

2 Aswita/ 

Masyarakat 

Beliau mengatakan membuatnya lebi tertib 

membayar pajak karena meringankan 

bebannya. 

3 Amhan / 
Masyarakat 

Sejauh ini beliau belum pernah membayar 
pajak kendaraan bermotor, tapi beliau akan 
tertib membayar pajak. 

 

Dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Bapak 

Mahdi dan ibu Aswita menyatakan bahwa program ini membuat mereka lebih tertib 

dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena beban denda dihapuskan. Sementara 

itu, saudara Amhan yang sebelumnya belum pernah membayar pajak berkomitmen 

untuk lebih tertib membayar pajak di masa mendatang. Dengan demikian, program 

ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan 

kesadaran dan kepatuhan pajak. 
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4.2.6.5 Harapan Untuk Pemerintah 

Harapan mereka kepada pemerintah atau petugas agar lebih termotivasi 

untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor di masa 

mendatang. Pertanyaan ini diajukan untuk menggali masukan dan saran dari 

masyarakat terkait perbaikan program. Apa yang Anda harapkan dari pemerintah 

atau petugas agar Anda lebih termotivasi untuk mengikuti program seperti ini di 

masa depan? Berikan matrix jawaban harapan untuk pemerintah. 

No Narasumber / 

Masyarakat 

Hasil Wawancara 

1. Mahdi Priyanto / 
Masyarakat 

Beliau berharap agar program pemutihan 
pajak kendaraan bermotor tetap dilakukan 

secara rutin mungkin bisa dilakukan sekali 
atau dua kali dalam setahun dan berharap 

agar informasi program disosialisasikan 
lebih awal dan lebih luas, agar 

masyarakat bisa lebih mengetahui 
informasi tentang program ini. 

2 Aswita/ 
Masyarakat 

Beliau berharap pemerintah lebih aktif 

dalam menyampaikan informasi program 
tersebut secara merata, misalnya melalui 

kelurahan dan kepala lingkungan. Dengan 

begitu, masyarakat yang jarang 
menggunakan media sosial juga dapat 

mengetahui informasi tentang program 
pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

Dan beliau berharap agar program 
pemutihan pajak kendaraa bermotor ini 

tetap diadakan secara rutin, karena tidak 
semua orang bisa memanfaatkan dalam 

satu periode. 

3 Amhan / 

Masyarakat 
beliau berharap agar program seperti ini 

diadakan terus, dengan penyampaian 

informasi yang lebih melalui media sosial 

dan organisasi pemuda. Dengan cara itu, 

anak muda juga bisa lebih sadar pajak. 
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Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor tetap dilakukan secara rutin, minimal sekali 

atau dua kali dalam setahun. Selain itu, mereka menekankan pentingnya 

penyebaran informasi yang lebih luas dan merata, baik melalui media sosial, 

spanduk, maupun jalur formal seperti kelurahan, kepala lingkungan, dan organisasi 

pemuda. Harapan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan 

program keringanan pajak, tetapi juga akses informasi yang jelas dan mudah 

dijangkau, sehingga semua kalangan dapat mengetahui dan memanfaatkan program 

tersebut dengan optimal. 

4.3 Pembahasan 

 

4.3.1 Adanya fungsi koordinasi 

Menurut Rahmadani Astuti (2008) fungsi koordinasi merupakan salah satu 

fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, 

percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan 

menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang 

terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama. 

Kantor samsat medan utara berkolaborasi dengan Kepolisian, Bapenda, Jasa 

raharja, Bank sumut dalam menjalankan program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor. Hal ini dibuktikan dengan bapak Akhmad Ferdinand Siagian yang 

dimana beliau menjelaskan bahwa kantor samsat medan utara sudah bekerja sama 

dalam menjalankan program pemutihan pajak kendaraan bermotor demi mencapai 

tujuan bersama, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta mendukung peningkatan 
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pendapatan asli daerah (PAD). 

 

Didalam penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi dalam menjalankan 

program pemutihan pajak kendaaran bermotor diwujudkan melalui sekretariat 

bersama (sekber) yang menjadi forum resmi bagi kantor samsat medan utara dan 

intansi yang terkait untuk berkomunikasi dan menyusun langkah strategis. 

koordinasi yang terjalin melalui sekber tidak hanya meningkatkan efektivitas 

komunikasi internal, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas sosialisasi 

kepada masyarakat. Dengan adanya keseragaman materi, strategi yang terencana, 

dan alur komunikasi yang lancar, informasi tentang program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami 

masyarakat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan sosialisasi 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak terlepas dari adanya fungsi 

koordinasi yang berjalan dengan baik antar instansi. Koordinasi ini memastikan 

bahwa semua pihak memiliki arah, strategi, dan pemahaman yang sama, sehingga 

program dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak dan PAD daerah. 

4.3.2 Adanya Sosialisasi 

Menurut (Wahyu Hidayat dkk, 2023) sosialisasi merupakan sebuah proses 

yang paling penting yang secara sadar atau tidak kita sudah jalani dalam 

kesehariannya. Sosialisasi juga menjadi suatu kegiatan di mana seorang diberikan 

pelajaran menjadi manusia yang berkontribusi dalam masyarakat maupun 

organisasi atau tempat kerjanya. 
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Sosialisasi merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintahan untuk 

memastikan masyarakat mengetahui dan memahami kebijakan yang diterapkan. 

Sosialisasi menjadi kunci agar tujuan program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor dapat tercapai secara optimal. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara 

dengan bapak Akhmad Ferdinand Siagian yang dimana samsat medan utara 

melakukan kegiatan sosialisasi melalui dua pendekatan utama yaitu, sosialisasi 

langsung kepada masyarakat dan sosialisasi melalui media cetak dan media sosial, 

untuk memberikan informasi demi memastikan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Samsat Medan Utara melakukan 

Sosialisasi dengan cara terjun langsung ke lingkungan masyarakat untuk 

memberikan edukasi dan informasi secara tatap muka, bentuk sosialiasi ini dinilai 

sangat efektif karena masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas 

sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan direspon secara baik oleh 

masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan lebih memahami dan tidak akan 

merasa kebingungan terkait informasi program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor. Selain itu informasi melalui media cetak dan media sosial menjadi 

strategi pendukung untuk memperluas jangkauan informasi dengan menyebarkan 

brosur, spanduk, flyer, serta penggunaan video tron jalan dan platform media sosial. 

Dengan begitu informasi akan diterima oleh masyarakat yang lebih luas, terutama 

generasi muda yang aktif menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya terbatas pada pendekatan konvesional, 

tetapi juga mengikuti perkembangan teknologi. Setelah melakukan kegiatan 
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sosialisasi Samsat Medan Utara melakukan pertemuan evaluasi bulanan yang 

dilakukan selama masa sosialisasi. Pertemuan evaluasi berfungsi untuk menilai 

efektivitas kegiatan sosialisasi dan mengukur keberhasilan penyampaian informasi 

apakah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat serta melihat sejauh mana 

program berkontribusi pada pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi yang 

dilakukan oleh Samsat Medan Utara dengan melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat langsung dan sosialisasi melalui media cetak dan media sosial disertai 

dengan evaluasi rutin akan membuat masyarakat dapat memahami dan memiliki 

kesadaran untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor, agar 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor berjalan dengan efektif dan 

mencapai target pendapatan asli daerah (PAD). 

4.3.3 Efektifitas Pelaksanaan 

(Karina N & Budiarso N, 2016) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu 

kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan 

sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga 

tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan 

suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. 

Koordinasi memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan dalam 

menjalankan program, yang dimana samsat medan utara dan intansi yang terkait 

saling bersinergi dalam menjalankan program agar berjalan dengan efektif. Hal ini 

dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Akhmad Ferdinand Siagian yang 
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dimana beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan efektif, karena adanya koordinasi 

yang terjalin dengan baik antara samsat dan empat instansi yang dilakukan secara 

terstruktur. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setiap instansi memiliki peran dan 

tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga 

meminimalisir terjadinya kesalahan informasi dilapangan dan komunikasi yang 

terjaga dengan baik selama proses pelaksanaan sosialisasi akan menjadi faktor 

pendukung terciptanya efektifitas pelaksanaan. Dengan begitu, setiap tim harus 

konsisten agar dapat menjalankan tugas dengan tepat waktu dan sesuai target yang 

ditetapkan. Indikator keberhasilan dalam program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor yaitu kelancaran dan keberhasilan sosialisasi dalam menjangkau 

masyarkat. Selain itu, perencanaan yang matang melalui rapat dan diskusi antar 

instansi dalam menentukan regulasi yang disepakati bersama juga menjadi kunci 

berhasilan, proses ini memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berjalan 

sesuai rencana dan tujuan awal yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kantor samsat medan utara dan 

pihak yang terkait telah mampu melaksanakan sosialisasi program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor secara efektif. Keberhasilan ini berdampak positif pada 

peningkatan pengetahuan masyarakat tentang program, kesadaran membayar 

pajak, serta kontribusi terhadap peningkatan asli daerah (PAD). 



72  

 

4.3.4 Adanya Pengetahuan 

Menurut (Dewi kusuma wardani & Rumiyatun, 2017) pengetahuan pajak 

adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk 

bertidak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima 

hak dan melaksanakan kewajibanya sebagai wajib pajak sehubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. 

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor sangat berpengaruh dalam mendukung keberhasilan 

pelaksanaan program. Dengan melalui sosialisasi, masyarakat akan mengetahui 

informasi yang diberikan oleh petugas secara langsung maupun tidak langsung. Hal 

ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Mahdi Priyanto, ibu Aswita, dan 

saudara Amhan yang menjelaskan bahwa mereka telah memiliki pengetahuan 

mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari media 

sosial dan media cetak seperti spanduk dan brosur. Selain itu, ada juga yang 

mendapatkan informasi dari keluarga dan kepala lingkungan. 

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dipahami masyarakat 

sebagai kebijakan yang memberikan keringanan berupa penghapusan denda 

keterlambatan pembayaran pajak. Masyarakat menilai tujuan utama program ini 

adalah mempermudah masyarakat dan meringankan beban ekonomi, khususnya 

bagi mereka yang menunggak pajak. Masyarakat meyakini bahwa program ini turut 

berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. 

Dalam penelitian ini terlihat masyarakat memahami program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor sebagai kebijakan yang memberi keringanan melalui 
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penghapusan denda keterlambatan, dengan tujuan mempermudah dan meringankan 

beban ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa melalui sosialisasi 

tingkat pengetahuan masyarakat akan meningkat, yang dimana masyarakat dapat 

memahami manfaat program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

4.3.5 Adanya Penyampaian 

Menurut (Asmuni & Sukir) penyampaian adalah sesuatu yang bisa 

disampaikan dari seseorang kepada orang lain, baik secara individu maupun 

kelompok yang dapat berupa pikiran, keterangan, pernyataan dari sebuah sikap. 

Sosialisasi dan penyampaian informasi yang jelas dan efektif memiliki peran 

penting untuk masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi 

masyarakat terhadap program pemutihan pajak kendaraan bermotor. pendekatan 

yang mudah dipahami oleh masyarakat melalui sosialisasi langsung dengan 

menggunakan bahasa sehari-hari agar pesan lebih mudah dipahami oleh semua 

kalangan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Mahdi Priyanto, 

ibu Aswita, dan saudara Amhan yang dimana mereka menjelaskan bahwa informasi 

yang disampaikan secara langsung di nilai lebih efektif karena memungkinkan 

adanya interaksi dua arah, yang dimana masyarakat dapat langsung bertanya terkait 

prosedur, syarat, maupun kekhawatiran adanya biaya tersembuyi. Selain itu samsat 

medan utara juga menyampaikan informasi lewat media sosial dan media cetak 

yang menjangkau masyarakat luas. Dengan adanya penyampaian informasi secara 

langsung dan tidak langsung, masyarakat merasa lebih yakin bahwa program ini 

memang bertujuan mempermudah proses membayar pajak, menghapus denda, 
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serta meringankan beban ekonomi wajib pajak. Meskipun media sosial dan media 

cetak mampu menjangkau masyarakat secara luas, sosialisasi secara langsung tetap 

memiliki keunggulan dalam membangun pemahaman dan rasa percaya diri untuk 

mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa masyarakat mendapatkan informasi 

secara langsung dan tidak langsung, seperti media sosial dan media cetak. 

masyarakat luas dapat menjangkau informasi yang diberikan oleh samsat dan 

pemerintahan, yang dimana dianggap cukup efektif menjangkau kelompok usia 

yang beragam. Pendekatan ini membuat masyarakat paham dan keraguan untuk 

berpartisipasi mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi secara 

langsung dan tidak langsung sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman serta 

partisipasi masyarakat terhadap program pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

meskipun sosialisasi langsung lebih efektif karena memberikan kejelasan dan 

interaksi dua arah yang membangun kepercayaan masyarakat untuk yakin dalam 

mengetahui prosedur dan syarat saat mengikuti program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor. 

4.3.6 Adanya respon 

Menurut (Na Riri Indriantini, 2019) respon adalah reaksi balik atau 

tanggapan dari seseorang atau orang banyak terhadap suatu peristiwa yang terjadi. 

Respon masyarakat sangat berpengaruh untuk keberhasilan suatu program 

yang dijalankan oleh pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor. dukungan dan penerimaan positif dari masyarakat 
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menunjukkan bahwa program ini dinilai mampu menjawab kebutuhan mereka, 

terutama dalam meringankan beban finansial akibat tunggakan pajak dan denda. 

Dengan adanya respon yang baik, tujuan pemerintah dapat tercapai lebih efektif. 

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancaran dengan bapak Mahdi Priyanto, ibu 

Aswita, dan saudara Amhan yang dimana mereka menjelaskan bahwa program 

pemutihan sangat penting karena memberi kesempatan kepada wajib pajak yang 

menunggak untuk melunasi kewajibannya tanpa dikenakan denda. program ini 

dipandang sebagai solusi yang sesuai dengan ekonomi masyarakat, terutama bagi 

masyarakat yang kesulitan memenuhi kewajiban pajak akibat prioritas kebutuhan 

sehari-hari. 

Respon positif juga terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya membayar kewajiban pajak. Informasi yang disampaikan 

melalui petugas langsung, media sosial, maupun media cetak, dinilai cukup jelas 

dan membantu masyarakat memeahami bahwa pajak yang dibayarkan 

berkontribusi terhadap pembangunan daerah, dengan begitu masyarakat akan 

menjadi peduli terhadap kewajibannya membayar pajak dengan tepat waktu. 

Selain itu masyarakat juga menyampaikan harapan agar program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor terus dilakukan secara rutin, minimal satu hingga dua 

kali dalam setahun. Mereka juga menginginkan agar penyampaian informasi 

dilakukan lebih luas, tidak terbatas pada media sosial dan media cetak, tetapi juga 

melalui perangkat kelurahan, kepala lingkungan, dan organisasi kepemudaan. 

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan 

petugas Samsat Medan Utara mendapat respon yang positif dari masyarakat, hal ini 
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terlihat dari meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap 

pentingnya membayar pajak dan juga adanya partsipasi aktif masyarakat dalam 

memberikan masukan agar program pemutihan pajak kendaraan bermotor lebih 

efektif di masa mendatang. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor menunjukkan kombinasi antara 

kesadaran,kepedulian, dan apresiasi. Masyarakat merasa terbantu secara ekonomi, 

lebih sadar akan kewajiban, dan terdorong berpartisipasi dalam mensukseskan 

program. Respon yang positif ini juga menjadi indikator bahwa sosialisasi yang 

dilakukan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih perlu diperkuat dalam aspek 

penyebaran informasi yang lebih merata. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis melengkapi temuan 

tersebut dengan penyajian data dan pembahasan yang mendalam. Dengan 

demikian, penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang ada sambil 

memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat. Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa efektivitas fungsi coordinating dalam sosialisasi program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari enam indikator berikut: 

1. Fungsi koordinasi yang dilakukan Kantor Samsat Medan Utara dengan 

kepolisian, Jasa Raharja, Bapenda, dan Bank sumut telah dijalankan dengan 

baik dalam melakukan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor. 

2. Sosialisasi menciptakan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat 

terhadap program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan membayar pajak. 

3. Efektivitas pelaksanaan dalam melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh 

Kantor Samsat Medan Utara sudah berjalan dengan efektif, sehingga 

masyarakat memahami dan berpartisipasi untuk mengikuti program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor. 

4. Pengetahuan masyarakat lebih meningkat dalam memahami manfaat dan 

tujuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor karena adanya sosialisasi 

yang dilakukan oleh Kantor Samsat Medan Utara. 
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5. Penyampaian yang diterima masyarakat secara langsung dan tidak langsung 

sudah efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, meskipun 

masyarakat akan lebih memahami jika dijelaskan secara langsung oleh petugas. 

6. Respon masyarakat positif terhadap sosialisasi program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor yang dijalankan oleh Kantor Samsat Medan Utara. 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa efektivitas fungsi 

coordinating dalam sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di 

Kantor Samsat Medan Utara berjalan dengan baik dan memberi dampak positif bagi 

masyarakat maupun intansi pelaksana yang dapat dilihat dari yang pertama 

Koordinasi yang terjalin antara Kantor Samsat Medan Utara dengan pihak 

Kepolisian, Jasa Raharja, Bapenda, Bank Sumut menjadi faktor penting yang 

mendukung keberhasilan sosialisasi. melalui koordinasi tersebut, setiap pihak dapat 

menjalankan perannya masing-masing secara optimal sehingga penyampaian 

informasi lebih terstruktur, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat 

secara luas. Lalu yang kedua sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung terbukti efektif dalam menciptakan pengetahuan, kesadaran, dan 

kepedulian masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. 

Yang ketiga efektivitas pelaksanaan sosialisasi sudah berjalan dengan efektif 

karena adanya kerja sama yang baik antara Samsat Medan Utara dan empat instansi 

yang terkait yang dilakukan dengan terstruktur dan tepat sasaran sehingga 

masyarakat memahami dengan jelas dan ikut berpatisipasi dalam mengikuti 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang keempat pengetahuan 

masyarakat meningkat setelah mendapat informasi secara langsung maupun tidak 
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langsung dalam memahami program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

sehingga masyarakat mengerti tentang tujuan, manfaat, dan pentingnya mengikuti 

program tersebut. Yang kelima penyampaia nyang diterima masyarakat telah 

efektif dalam meningkatkan pemahaman, penyampaian informasi langsung 

memiliki keunggulan karena memungkinkan adanya komunikasi dua arah, namun 

penjelasannya harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat 

dapat menerima dengan baik dan jelas serta tidak merasa kebingungan. 

Penyampaian informasi melalui media sosial dan medua cetak juga membantu 

memperluas jangkauan informasi terutama bagi masyarakat yang menggunakan 

teknologi digital. Yang keenam respon masyarakat terhadap sosialisasi yang 

dilakukan Kantor Samsat Medan Utara terbukti positif, masyarakat merasa terbantu 

dengan adanya program ini dan masyarakat menghargai upaya yang dilakukan oleh 

Kantor Samsat Medan Utara, namun masih perlu ditingkatkan lagi dalam 

penyebaran informasi kemasyarakat yang lebih luas lagi. 

Secara keseluruhan fungsi coordinating dalam sosialisasi program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai 

dengan adanya kerja sama yang baik antar instansi, metode sosialisasi yang 

beragam, peningkatan pengetahuan masyarakat, serta respon positif dari 

masyarakat. Meskipun Kantor Samsat Medan Utara telah melakukan berbagai 

upaya dalam sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor, perlu ada 

evaluasi yang harus dilakukan untuk mengetahui kekurangan saat melakukan 

sosilaisasi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi agar sosialisasi selanjutnya 

berjalan dengan lebih baik dan mecapai target yang diinginkan. Terdapat beberapa 
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aspek yang perlu diperkuat yang nantinya akan penulis sampaikan sebagai saran 

dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penilitan diatas maka ada beberapa saran atau rekomendasi yang 

disarankan peniliti diantaranya sebagai berikut: 

1. Perlunya upaya meningkatkan intensitas sosialisasi langsung kepada 

masyarakat, dengan melakukan penyuluhan kelingkungan-lingkungan yang 

terpencil atau lingkungan yang susah menggunakan sosial media. 

2. Koordinasi antara Samsat, Kepolisian, Jasa Raharja, Bank Sumut, dan 

Bapenda perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi, salah satu caranya 

adalah melakukan rapat koordinasi dengan rutin. 

3. Penggunaan media sosial dan media cetak terus dioptimalkan untuk 

menjangkau masyarakat yang lebih luas. Konten informasi dapat dibuat lebih 

menarik, kreatif, dan interaktif agar masyarakat lebih tertarik. 
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